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 MOTTO 

 

 

ت ْلوُا مَا وَات َّب َعُوْا  النَّاسَُ ي عَُلِّمُوْنَُ كَفَروُْا الشَّيٰطِيَُْ وَلٰكِنَُّ سُلَيْمٰنُُ كَفَرَُ وَمَا ۚ  سُلَيْمٰنَُ مُلْكُِ عَلٰى الشَّيٰطِيُُْ ت َ
ُ اَحَدُ  مِنُْ ي عَُلِّمٰنُِ وَمَا ۚ  وَمَاروُْتَُ هَاروُْتَُ بِبَابِلَُ الْمَلَكَيُِْ عَلَى انُْزلَُِ وَمَا السِّحْرَُ اَ يَ قُوْلَُ حَتّٰ  نََْنُُ اِنََّّ

نَةُ  يَت َعَلَّمُوْنَُ ۚ  تَكْفُرُْ فَلَُ فِت ْ ۚ  وَزَوْجِه الْمَرءُِْ بَ يَُْ بِه ي فَُرِّقُ وْنَُ مَا مِن ْهُمَا ف َ  اَحَدُ  مِنُْ بِه بِضَاۤرِّيْنَُ هُمُْ وَمَا ۚ 
هُِ بِاِذْنُِ اِلَُّ رٰىهُُ لَمَنُِ عَلِمُوْا وَلَقَدُْ ۚ  يَ ن ْفَعُهُمُْ وَلَُ يَضُرُّهُمُْ مَا وَيَ ت َعَلَّمُوْنَُ ۚ  اللّٰ  مِنُْ الْٰخِرةَُِ فُِ لَه مَا اشْت َ

 يَ عْلَمُوْنَُ كَان وُْا لَوُْ  ۚ  انَْ فُسَهُمُْ بِه مَاشَرَوْا وَلَبِئْسَُ ۚ  خَلَق ُ
 

Artinya: Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan 

Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka 

mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat 

di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan 

sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah 

fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka 

mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara 

seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang 

dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang 

mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka 

benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) 

itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali 

perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-

nya). (Q.S Al-baqarah:102)1 

 

 

                                                                 
1
 

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan. (Bandung : 

Diponegoro, 2008) 
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ABSTRAK 

 

 

Choirul anam, 2024: Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet 

Dalam Pasal 252 KUHP 
Kata kunci: Studi Analisis, Tindak Pidana Santet.  

Santet, fenomena ilmu hitam yang diperdebatkan, menghadapi kesulitan 
dalam proses hukum namun dapat menimbulkan dampak serius seperti luka atau 
bahkan kematian. Adopsi undang-undang baru, Pasal 252 UU 1/2023, 

menunjukkan upaya untuk mengatur praktek santet secara hukum. Meskipun 
masih banyak tantangan dari segi pembuktiannya karena berkaitan dengan hal 

mistis, undang-undang tersebut mencoba untuk menyeimbangkan kepercayaan 
tradisional dengan perlindungan hukum yang obyektif. Walaupun dampak 
sebenarnya dari implementasi undang-undang ini masih memerlukan penelitian 

lebih lanjut 
Fokus kajian dalam penelitian ini: 1). Bagaimana rumusan santet sebagai 

tindak piadan dalam pengaturan konsep KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 
dan 2) Bagaimana ketentuan alat bukti pada tindak pidana santen yang tertera 
dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023. 

Metode yang diterapkan dalam karya ini adalah penelitian kualitatif-
deskripsif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Prosesnya 

meliputi pencatatan gagasan dari sumber literatur terkait, penggabungan temuan, 
analisis literatur, dan kritis terhadap konstruksi pengetahuan yang ditemukan 

Penelitian ini menghasilkan kesimpilan : 1). Perumusan santet sebagai 

tindak pidana dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada 
upaya pencegahan praktik tersebut, mengisi kekosongan hukum, dan menanggapi 

situasi sosial yang terjadi di masyarakat, yang masih banyak mempercayai suatu 
hal magis. Senada dengan beberpa ketentuak delik yang menawarkan bantuan 
untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 546 - 547 KUHP. 2). 

Ketentuan alat bukti pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih fokus pada 
penawaran atau pengakuan untuk melakukan santet, bukan pada santet itu sendiri, 

sehingga yang dibuktikan adalah hubungan antara penyantet dan orang atau 
oknum yang menggunakan jasanya (menyewa kemampuan santetnya), yang dapat 
dianggap bagian dari permufakatan alias kesepakatan perilaku kejahatan, dan 

tentunya dapat dikenai sanksi pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Santet telah dikenal sejak lama dalam masyarakat dan di Indonesia, 

dianggap sebagai praktek ilmu hitam yang merugikan. Dikenal juga sebagai 

tindakan kriminal, santet menyulitkan proses pembuktian meskipun dapat 

merugikan seseorang. Perundang-undangan Indonesia, melalui Pasal 252 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, mencoba menerapkan 

pengaturan ihwal santet namun masih menjadi topik yang kontroversial. 

Korban santet seringkali mengalami gejala fisik seperti luka atau munculnya 

benda asing dalam tubuh, yang sulit dijelaskan secara medis. Benda asing 

tersebut bisa berupa paku, jarum, besi, rambut, dan lain-lain. Selain itu, 

santet bisa memberikan efek jangka panjang seperti masalah kesehatan 

mental, penyakit kronis, atau bahkan kematian.2 

Pada tahun 1998, peristiwa pembunuhan massal terjadi di 

Banyuwangi, Jawa Timur, yang menyasar individu yang dituduh sebagai 

praktisi santet. Terdapat perbedaan dalam data korban kekejaman ini 

menurut dua sumber. Versi pertama dari Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi mencatat 115 orang meninggal, sedangkan Tim Pencari Fakta 

dari Nahdlatul Ulama (NU) melaporkan angka yang lebih tinggi, yaitu 147 

korban meninggal, tersebar di 18 kecamatan. Di Indonesia, sistem hukum 

                                                                 
2
 Reski Anwar, Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Islamitsch Familierecht Journal. 

Vol. 2, No. 1 (Juni 2021): 2.  
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pidana mengadopsi prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa praktik santet 

tidak dapat mengakibatkan seseorang dihukum karena menjadi pelaku. 

Prinsip ini didefinisikan dalam isi pasal (1) ayat (1) KUHP, yang telah 

menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-

undang pidana yang telah ada sebelum tindakan dilakukan, sebuah konsep 

yang umumnya dirujuk dengan bahasa latin "" mullum dellicium mula 

poenna sinne praevie lege poenalli ".  Di luar (selain) prinsip legalitas, 

tantangan lainnya dalam menuntut kasus santet adalah kesulitan dalam 

pembuktian. Santet dianggap berada dalam dimensi abstrak dan mistik, 

sehingga membuat bukti materi yang konkret sangat sulit untuk diperoleh.3 

Peraturan mengenai perilaku kejahatan (tindak pidana) yang 

bersangkutan dengan hal-hal magis (ghaib) alias tak kasat mata dalam 

RKUHP menjadi indikator adanya usaha untuk melakukan pembaharuan 

hukum pidana yang lebih progresif di Indonesia, yang tidak hanya 

memperhatikan norma hukum positif, namun juga sensitivitas sosial dan 

budaya di masyarakat. Dalam konteks ini, santet, tenung, atau teluh 

dianggap sebagai contoh perbuatan yang, meskipun berkaitan dengan unsur 

gaib, dapat diatur dalam undang-undang asalkan fokus pengaturannya bukan 

pada subtansi gaibnya, melainkan pada aspek perilaku atau tindakan yang 

nyata dan bisa dibuktikan memiliki dampak negatif atau merugikan pihak 

lain. 

                                                                 
3
 Yuda pinanda, ”Sejarah Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi Tahun 19 98”. 

(Dikutip dari website portal berita tirto.id pada 23 Mei 2023). 



 

 

3 

Penyusun aturan atau regulasi apapun wajib memahami setiap 

kepercayaan dan nilai tertentu yang ada pada realitas historis masyarakat. 

karena hukum tidak beroperasi dalam kekosongan. Hukum adalah cerminan 

dari fragemen serta tatanan moralitas nilai yang sudah menjadi konsensus 

bersama di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat adat maupun 

masyarakat sipil urban. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu tindakan 

sebagai kriminal, aspek-aspek seperti dampak tindakan tersebut terhadap 

korban, cara pelaksanaan, dan konteks sosial budaya di mana tindakan itu 

terjadi harus dipertimbangkan. Mengatur tentang masalah gaib dalam 

undang-undang merupakan langkah yang sensitif, memerlukan 

keseimbangan antara penghormatan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai 

budaya masyarakat dengan perlindungan hukum terhadap potensi tindak 

pidana yang merugikan. Dengan demikian, R-KUHP mencoba untuk 

menjembatani antara tradisi dan modernitas, antara kepercayaan 

supranatural dan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap peraturan dapat 

ditegakkan dengan kriteria hukum yang objektif dan dapat dibuktikan. 

Dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan santet atau serupa, fokus bisa 

diletakkan pada aspek seperti pengancaman, intimidasi, atau dampak 

psikologis terhadap korban, yang semuanya dapat dijadikan dasar untuk 

pengenaan sanksi hukum tanpa harus membuktikan unsur gaibnya.  4 

                                                                 
4
 Reski Anwar, Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Islamitsch Familierecht Journal. 

Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), pp. 1-15. DOI: 

10.32923/ifj.v2i01.1700](https://doi.org/10.32923/ ifj.v2i01.1700) 
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Pembahasan mengenai pemidanaan tindak pidana santet dalam UU 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sangat relevan mengingat perdebatan 

yang selama ini terjadi mengenai keberadaan dan dampak dari praktik santet 

dalam masyarakat. Pasal 252 KUHP yang baru mengatur secara eksplisit 

tentang tindak pidana santet, menunjukkan komitmen negara dalam 

menanggulangi kejahatan yang sulit dibuktikan secara empiris namun 

memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban dan 

masyarakat. Pengaturan Hal tersebut karena untuk memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang berasal dari 

kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang dapat menimbulkan rasa takut dan 

ketidakamanan. Selain itu, pemidanaan terhadap santet juga bertujuan untuk 

menghilangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum 

dan moral, serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun 

masyarakat yang lebih rasional dan beradab. 

Adanya atura santet yang telah tertera pada Pasal 252 KUHP yang 

baru yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi "Setiap 

orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuata ghaib, memberitahukan, 

menyajikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa tertentu 

kepada orang lain bahwa karena dampak perbuatannya dapat menimbulkan 

kematian, penderitaan, penyakit mental atau fisik seseorang dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 tahun enam Bulan atau pidana dengan denda 

paling banyak kategori IV. Jika setiap orang sebagaimana disebut pada ayat 

di (1), melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau 
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menjadikan sebagai mata pencahartian atau kebiasaan, pidananya dapat 

ditambah 1/3 (satu per tiga)". Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasl 252 

1/2023 adalah: Setiap orang (pelaku santet), yang menyatakan dirinya 

memiliki kekuatan gaib, memberitahukan , memberikan harapan, 

menwarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lian; Perbuatan 

tersebut dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental 

atau fisik seseorang.  

Frasa "dapat" yang tertera pada unsur ketiga Pasal 252 UU Nomor 1 

Tahun 2023 tersebut menekankan pada potensi dampak yang ditimbulkan 

oleh tindakan pelaku santet, bukan pada hasil nyata dari tindakan tersebut. 

Ini berarti bahwa adanya santet dikategorikan tindak pidana yang masuk 

dalam delik formil, di mana yang dipentingkan adalah tindakan atau 

perilaku dari pelaku yang memproklamirkan (memberitahukan) bahwa 

dirinya mempunyai kekuatan magis (ghaib), memberikan haraan, serta 

menawarkan atau menyuguhkan layanan jasa terhadap orang lain. Dalam 

konteks ini, kata "dapat" menunjukkan bahwa sudah cukup dengan adanya 

perbuatan yang berpotensi menyebabkan penyakit, terjadinya kematian, 

serta penderitaan tertentu berupa derita mental atau fisik tanpa harus 

membuktikan bahwa akibat tersebut benar-benar terjadi5. 

Penekanan pada kategori berikutnya adalah pelaku santet yang 

menyebabkan orang lain tertarik atau ingin menggunakan jasanya, 

                                                                 
5
 Reski Anwar, ”Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana, Telaah 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Islamitsch Familierecht Journal. 

Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), pp. 1-15. DOI: 

10.32923/ifj.v2i01.1700](https://doi.org/10.32923/ ifj.v2i01.1700) 



 

 

6 

menunjukkan bahwa tindak pidana sudah dianggap selesai pada saat pelaku 

melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan jasa santet tersebut. 

Dengan demikian, pembuktian tidak harus berfokus pada terjadinya akibat 

nyata (seperti penyakit atau kematian), tetapi cukup pada tindakan pelaku 

yang memberikan keyakinan atau harapan kepada orang lain bahwa 

kekuatan gaib yang dimilikinya bisa menyebabkan akibat tersebut. Hal ini 

mengubah pembuktian dalam delik ini menjadi lebih mudah karena tidak 

memerlukan bukti empiris tentang terjadinya dampak negatif yang diklaim 

oleh pelaku, tetapi cukup membuktikan adanya pernyataan atau tindakan 

menawarkan jasa yang dimaksud. Ini memberikan perlindungan hukum 

yang lebih luas kepada masyarakat dari praktik-praktik santet yang dapat 

menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan, sekaligus mengakomodasi 

kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan kepercayaan 

dan kekuatan gaib.6 

Dalam persoalan perilaku kejahatan (tindak pidana) yang dapat 

memenuhi maksud dari rumusan Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 ini, 

permasalahan setelahnya yakni bagaimana upaya pembuktian dalam perkara 

(pidana) tersebut. Tercantumkan bahwa ketentuan alat bukti yang dapat 

diakui keabsahaanya tentunya mengacu pada Pasal 184 (1) KUHP, yakni 

berupa keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdwakwa, serta beberapa 

petunjuk tertentu. Namun saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 yang terbaru ini akan berlaku pada 2026 alias berlaku sejak tiga 

                                                                 
6
Rachmad Alif Al Buchori, Sepud, I Made, & Widyantara, I Made Minggu. (2021). Sanksi 

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. Jurnal Pereferensi Hukum, Vol. 2, No. 3, 458. 
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tahun usai ditetapkan. Jeda selama kurang lebih tiga tahun ini tentunya 

menimbulkan adanya kekosogan hukum yang mengatur tindak pidana 

santet. Kekosongan inilah yang dapat memicu dampak serius di 

permasalahan santet yang terjadi pada masyarakat. Sementara dalam hal ini, 

sebelum adanya Pasal 252 UU No.1 Tahun 2023 ada juga pasal serupa 

mengenai kekuatan gaib yaitu Pasal 545, 546, dan 547. Pasal-pasal ini 

mengatur tentang penggunaan tipu daya, ilmu hitam, dan kekuatan gaib 

untuk menipu atau menyebabkan kerugian pada orang lain: 

1 Pasal 545: Mengatur tentang penggunaan tipu daya atau alat-alat yang 

dapat menimbulkan kepercayaan adanya kekuatan gaib untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

2 Pasal 546: Mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja menakut-

nakuti orang lain dengan mengaku memiliki kekuatan gaib. 

3 Pasal 547: Mengatur tentang orang yang menyatakan diri memiliki 

kekuatan gaib dan menawarkan jasa dengan maksud untuk menipu 

orang lain.  

Pasal-pasal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum terhadap bahaya 

yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik supranatural dan pentingnya 

perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum terhadap 

kasus-kasus ini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal 

pembuktian yang sering kali bersifat subjektif dan sulit diukur secara 

ilmiah. Upaya dan perilaku masyarakat yang cenderung main hakim 

sendiri dalam mengatasi permasalah ini hanya dengan berlandaskan pada 
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keyakinan bahwa penyakit (korban) ditimbulkan oleh pelaku santet 

(dukun) tertentu.  

Berdasarkan paparan sekilas tentang konsepsi serta realitas 

permasalahan santet yang terjadi di tengah-tengah masyarakat publik (sipil) 

tersebut, peneliti kemudian tersematkan keinginan (akademis) untuk 

senantiasa meneliti dan mendalami karya penelitian skirpsi bertajuk: “Studi 

Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 

KUHP”, dengan maksud melakukan pengkajian secara komperhensif dan 

mendalam guna mendapatkan suatu gambaran objektif terkait implementasi 

KUHP baru pada persoalan santet di dalam Pasal 252 UU 1/2023. 

B. Fokus Penelitian 

Berlandaskan susunan dan rumusan latar belakang yang sudah 

tersematka pada paparan di atas, peneliti telah menentukan beberapa hal 

penting yang patut untuk dijadikan sebagai fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa pasal 252 KUHP undang-undang No. 1 tahun 2023 

menjadi penting untuk di rumuskan?  

2. Bagaimana ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam 

KUHP Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan judul: Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak 

Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP ini mengantongi beberapa tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pentingnya perumusan santet sebagai tindak 

pidana dalam konsep KUHP Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 

tahun 2023? 

2. Untuk mendeskripsikan serta memahami alat bukti tindak pidana 

santet dalam konsep KUHP Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 

tahun 2023? 

D. Manfaat Penelitian 

Walhasil, berdasarkan setiap paparan fokus dan tujuan penelitian di 

atas, hendaknya peneliti juga mencantumkan manfaatn penelitian, karena 

hal ini saling berkelindan dan bertali-temali dengan banyak pihak yang akan 

meraskan manfaatnya. Adapaun hal tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi para peneliti (akademisi) secara teoritis mencakup 

penambahan informasi baru dan pengejaran keunggulan dalam 

kekayaan intelektual sebagai sarjana hukum. Selain itu, karya ini 

dapat menuaikan manfaat bagi segenap sarjana serta peneliti lainnya 

memiliki ketertarikan pada diskursus hukum untuk memahami 

bahwa santet adalah bagian dari tindak pidana yang telah tercantum 
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pada pengaturan KUHP Pasal 252 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2023. 

2. Manfaat Praksis 

Manfaat praksis dari penelitian ini tentunya dapat 

memberikan penjelasan akademis serta bagi para penegak (praksisi) 

hukum yang akan berhadapan dengan permasalahan santet sesuai 

konsepsi yang telah dikondifikasi dalam KUHP pada pasal 252 UU 

No. 1 Tahun 2023 dan memberikan manfaat bagi penegak hukum, 

serta masyarakat secara umum.  

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah dapat membantu untuk memahami setiap perbedaan 

pengertian dan terminologi yang dipakai dalam penelitian ini. Hal ini 

disusun tidak lain bertujuan untuk memberikan penegasan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapan paparan lengkap tercantum sebagai 

berikut: 

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian 

terhadap istilah. Bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam 

penjabaran istilah yang ada di proposal ini dan juga memudahkan dalam 

menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut: 
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1. Analisis 

Harahap, Analisis adalah proses memecah masalah menjadi 

bagian-bagian kecil untuk memahami dan menemukan solusinya.7 

Gorys Keraf, Analisis adalah evaluasi menyeluruh terhadap sesuatu 

dengan mempelajari bagian-bagian utamanya dan hubungan antar 

bagian tersebut..8 Komaruddin, Analisis adalah mengumpulkan, 

mengolah, dan memahami data untuk membuat kesimpulan yang 

tepat.9 Bisa disimpulkan bahwasanya analisis Analisis adalah proses 

memecah masalah atau fenomena menjadi bagian-bagian kecil untuk 

memahami dan menemukan solusi atau maknanya yang melibatkan 

evaluasi sistematis terhadap komponen utama dan hubungan antar 

komponen untuk mengungkap makna dan dampaknya.  

2. Tindak Pidana 

Tindak pidana, atau "strafbaar feit," adalah suatu perbuatan 

yang oleh hukum pidana dianggap melanggar hukum dan dikenakan 

sanksi atau hukuman (straf). Tindak pidana ini mencakup setiap 

tindakan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang 

diatur dalam undang-undang pidana dan oleh karenanya, pelakunya 

                                                                 
7
 Sofyan Syaufri Harahap, Akuntasi Aktiva Tetap, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2004), 187. 
8
 Groy Keraf, Komposisi (Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa). (Flores: Nusa Indah, 

2004), 264. 
9
 Ahmad Komarudin, Dasar-dasar Manajemen Investari dan Portofolio. Edisi Revisi. 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 53. 
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dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dikenai hukuman 

sesuai ketentuan yang berlaku.10 

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum 

pidana yang ditetapkan oleh negara dan diancam dengan sanksi 

pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya yang diatur 

dalam undang-undang.11 

Menurut Simons, Tindak pidana adalah tindakan yang 

dianggap merugikan masyarakat atau individu, yang menyebabkan 

kerugian atau bahaya dan oleh karena itu, dikategorikan sebagai 

kejahatan oleh norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. 

Moeljatno berpandangan bahwa tindak pidana ialah  perilaku 

(tindakan) setiap individu, yang (dengan sengaja maupun tidak) 

melanggar aturan moral (hukum) yang berlaku dan yang dapat 

dikenakan sanksi oleh sistem peradilan pidana, bertujuan untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat..12 

3. Santet 

Pada buku tulisan A. Masruri yang berjudul “The Secret Of 

Santet”, ditulis kan bahwa Santet berasal dari istilah jawa “santhet” 

yang merupakan kepanjangan dari “mesisan benthet” atau “mesisan 

                                                                 
10

 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1.(Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007), 

69. 
11

 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10. 
12

 Ismu Gunandi & Joenaidi Efendi. Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), 35. 
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kanthet” yang berarti “sekalian retak” akibat benturan keras, 

sedangkan mesisan kanthet adalah “sekalian lengket”.13 

Santet ini adalah masuk nya benda-benda atau sesuatu ke 

tubuh orang lain secara gaib (jin atau setan) dengan tujuan merusak 

kesejahteraan orang lain atau menyakiti.14 

F. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Tujuan dari sistematika penelitian skripsi adalah untuk memberikan 

panduan yang terstruktur dan jelas bagi pembaca mengenai bagaimana 

skripsi tersebut disusun dan dikembangkan:15 

BAB I, Bab ini terdiri latar belakang, masalah ,fokus penelitian,  

tujuan penelitian, manfaat,devinisi istilah, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, Pada bab ini, peneliti meninjau literatur dan penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. 

BAB III, Bab ini menjelaskan secara detail metode yang digunakan 

dalam melakukan penelitian, termasuk pendekatan Statute Approach atau 

perundang-undangan, Conceptual Approach atau pendekatan konseptual, 

serta prosedur analisis Undang-undang. 

                                                                 
13

 Mashuri, The Secreet of Santet. (Jakarta: Visimedia, 2010), 43. 
14

 Nur Falikhah. Santet dan Antropologi Agama. Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Volume 

11 Nomor 22, (Juli-Desember 2012).132. 
15

 Tim penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Jember: Univeritas Islam Negeri Kiai 

Haji Achamad Shiddiq Press, 2021), 101. 
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BAB IV, Di bab ini merupakan hasil dari pembahasan mengenai 

beberapa rumusan masalah seperti halnya Mengapa pasal 252 KUHP 

Undang-undang No.1 Tahun 2023 menjadi penting untuk di rumuskan? 

Bsagaimana ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam Pasal 252 

KUHP Undang-undang No.1 Tahun 2023. 

BAB V, Bab penutup ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari temuan penelitian, 

dan saran yang berisi rekomendasi. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Kajian Pustaka mengenai pentingnya pembahasan terhadap ketentuan 

alat bukti tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP, peneliti meyakini 

belum ada kajian yang secara spesifik membahas terkait judul 

diatas.Sehingga dalam hal ini peneliti memiliki beberapa penelitian 

terdahulu yang kemudian dapat di jadikan sebagai rujukan dalam membahas 

ketentuan alat bukti bagi pelaku tindak pidana santet, antara lain: 

1. Pertama, studi dari Waskita Agung Nugroho berjudul “Hukuman 

Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP Dan Hukum Pidana Islam)”. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan studi 

yang dilakukan oleh Waskita Agung Nugroho adalah keduanya 

mengangkat fenomena tindak santet sebagai objek permasalahan. 

Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. 

Penelitian oleh Waskita Agung Nugroho lebih berfokus pada 

menganalisis hukuman pelaku santet dalam perspektif hukum pidana 

positif dan hukum pidana Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis lebih menekankan pada analisis terhadap pembuktian 

santet sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, meskipun 

keduanya berbicara tentang santet, penelitian penulis lebih 

menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan proses pembuktian, 

sementara penelitian Waskita Agung Nugroho lebih menyoroti aspek 
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hukuman yang diterapkan terhadap pelaku santet dalam dua sistem 

hukum yang berbeda. 

2. Kedua, studi dari Ummi Sarofah berjudul ”Tindak Pidana Santet 

Dalam Pasal 252  KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. Di dalam 

penelitiannya menjelaskan tentang tindak pidana santet yang masuk 

pada pasal 252 KUHP dan dikaji melalui sudut pandang hukum 

pidana islam. Persamaan dengan penelitian ini menjadikan tindakan 

santet dalam pasal 252 KUHP sebagai objek permasalahan. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti berupaya 

untuk menganalisis pembuktian tindak pidana santet dalam pasal 252 

KUHP, sedangkang penelitian yang dilakukan oleh Ummi Sarofah 

lebih terhadap sudut pandang dalam melihat tindak pidana santet 

menggunakan perspektif hukum pidana Islam, tanpa adanya upaya 

untuk menganalisis pembuktian tindak pidananya. 

B. KERANGKA KONSEPTUAL 

1. Konsepsi Tindak Pidana 

a. Definisi Tindak Pidana 

Tindak pidana oleh lembaga pembentuk perundang-

undangan di Indonesia diistilahkan sebagai strafbaarfeit. 

Meskipun apabila melihat KUHP maka tidak ada definisi yang 

jelas terkait pengertian dari tindak pidana tersebut. Hal tersebut 

menjadikan munculnya doktrin yang beragam terkait definisi dari 

strafbaarfeit tersebut. Strafbaarfeit merupakan istilah yang pada 
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mulanya digunakan di Belanda sebagai istilah lain dari kata delict. 

Perbedaan pandangan dari pakar hukum terkait arti kata 

strafbaarfeit memunculkan banyak rumusan terkait definisi dari 

kata tersebut, yang diantaranya:16  

1) Profesor Mr. Van Hattum: diistilahkan sebagai perbuatan 

pidana oleh Van Hattum. Kata strafbaarfeit tersebut 

adalah terjemahan dari kata perbuatan pidana yang dimuat 

dalam buku hukum pidana di negara Belanda yang 

memiliki banyak pengaruh signifikan 

2) Profesor W. Pompe: kesalahan dan juga perbuatan pidana 

yang artinya yaitu mengkorelasikan perbuatan pidana dari 

individu dengan kesalahan dari individu tersebut yang 

telah berbuat suatu pidana. 

b. Syarat-Syarat Tindak Pidana 

Unsur-unsur yang ada dalam diri pelaku kejahatan dapat 

dibagi menjadi dua sudut pandang: secara teoritis dan secara 

hukum. Secara teoritis, unsur-unsur ini diungkapkan dalam 

pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam isi atau susunan 

kata. Sedangkan dari sudut pandang hukum, hal ini dilihat melalui 

fakta bahwa kejahatan dirumuskan sebagai delik umum atau delik 

khusus. Dengan interpretasi hukum yang lebih mendalam, peneliti 

menegaskan bahwa unsur pidana juga muncul akibat adanya 

                                                                 
16

 Arief, Barda Nawawi. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian 

Perbandingan. (Bandung: Citra Aditya Bakti,2011) 
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perbuatan yang dilarang oleh hukum dan adanya ancaman bagi 

para pelaku yang melanggar. Oleh karena itu, dengan adanya 

istilah "perbuatan" dan "ancaman," maka tidak mungkin terlepas 

dari subjek hukum, yaitu manusia. 

c. Unsur – Unsur Hukum Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur 

subyektif dan obyektif.17 

1) Pengertian dari unsur subjektif yaitu yang melekat dalam 

diri seorang pelaku atau unsur yang berhubungan terhadap 

diri pelaku dan mencakup setiap hal yang ada pada hati 

pelaku, yang diantaranya 

a) Sengaja atau tidak sengaja (dolus atau culpa)  

b) Niat dalam percobaan (pogging) seperti yang diatur 

berdasarkan KUHP Pasal 53 ayat 1 

c) Jenis-jenis maksud atau niat misalnya pada tindak 

pidana mencuri, menipu memeras dan lainnya 

d) Adanya perencanaan, misalnya yang diatur pada Pasal 

340 KUHP yakni terkait pembunuhan berencana 

e) Adanya perasaan takut, misalnya yang diatur 

berdasarkan Pasal 308 KUHP 

 

                                                                 
17

 Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, (Bandumg: Sinar Baru, 2015), 

183. 
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2) Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang 

berhubungan terhadap kondisi tertentu yakni kondisi yang 

di mana perbuatan pelaku tersebut wajib dilakukan, yang 

mencakup: 

a) Adanya sifat pelanggaran hukum 

b) Kualitas dari diri pelaku, contohnya adanya 

kedudukan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam 

kejahatan jabatan yang diatur berdasarkan Pasal 415 

KUHP, kejahatan karena memiliki jabatan pengurus 

maupun komisaris perusahaan yang diatur 

berdasarkan Pasal 398 KUHP. 

c) Adanya hubungan kausalitas, yaitu hubungan dari 

perbuatan tertentu yang menjadi penyebab adanya 

kenyataan tertentu yang menjadi akibat.18 

Selain unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, 

terdapat juga unsur umum dalam suatu tindak pidana, 

yaitu: 

(1) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. 

(2) Tindakan yang dilakukan memiliki potensi untuk 

merugikan masyarakat. 

(3) Perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang oleh 

peraturan undang-undang pidana. 

                                                                 
18

 Lamintang, 184. 
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(4) Pelaku kejahatan akan menghadapi ancaman 

sanksi pidana. 

(5) Pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya.19 

d. Macam-Macam Delik 

Berikut adalah macam-macam delik, meliputi:20 

1) Delik Formal dan Delik Materil 

Pengertian dari delik formil yaitu perbuatan 

pidana yang dinilai telah selesai dengan dilaksanakannya 

suatu tindakan   yang mana telah dilarang dan disertai 

ancaman oleh perundang-undangan yang ada. Pengertian 

dari delik materil yaitu perbuatan pidana di mana dinilai 

sudah selesai jika tindakan yang dilakukan menyebabkan 

timbulnya peristiwa atau akibat yang mana dilarang oleh 

hukum dan bisa dikenai hukuman. Sederhananya, delik 

formil berfokus terhadap tindakan yang dilarang, 

sementara fokus dalam delik materi yaitu akibat yang 

ditimbulkan dari tindakan tersebut. 

2) Delik Opzettelijke dan Delik Culpooze 

Pengertian dari dolus yaitu seseorang dapat 

dihukum jika perbuatan pidana yang dilakukan didasari 

kesengajaan, contohnya diatur dalam Pasal 338 KUHP 

                                                                 
19

 Pipin Syarifin, ”Hukum Pidana Di Indonesia”, (Bandung: Pustaka Setia,2000), 25. 
20

 ”Marwan Busyro, “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan 

Korban Anak”, (Jurnal Warta, Edisi. 52), 8. 
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yang menjelaskan "dengan sengaja menyebabkan matinya 

orang lain". Adapun delik culpa, yaitu seseorang bisa 

dihukum jika perbuatan pidana yang dilakukan berbentuk 

kealpaan..21 

3) Delik Gewone dan Delik Klach 

Pengertian dari delik biasa merupakan perbuatan 

pidana yang mencakup delik pokok dan juga unsurnya, 

misalnya diatur dalam Pasal 362 KUHP terkait tindakan 

mencuri di mana unsurnya yaitu suatu barang barang harus 

sebagian maupun keseluruhan merupakan kepemilikan 

orang lain, mengambil dan juga melanggar hukum. 

Khusus diartikan sebagai perbuatan pidana yang 

mencakup delik pokok dan juga unsurnya serta ditambah 

unsur lainnya yang menjadikan hukumannya semakin 

berat, misalnya diatur dalam Pasal 363 KUHP tentang 

Pencurian Berat 

4) Delik Commisionis dan Delik Omisionis 

Pengertian dari delik commissionis yaitu 

perbuatan pidana yang meliputi setiap tindakan yang 

dilarang berdasarkan hukum Contohnya yaitu melakukan 

pencurian (Pasal 362 KUHP). Adapun delik ommisionis 

merupakan perbuatan pidana yang terdiri atas tidak 
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dijalankannya suatu tindakan padahal tindakan tersebut 

harus dilakukan, contohnya diatur dalam Pasal 224 KUHP 

yakni tidak mengindahkan keharusan berdasarkan hukum 

untuk menjadi saksi maupun ahli..22 

5) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus 

Tindak pidana dalam delik menerus 

menyebabkan adanya kondisi yang berlangsung secara 

terus-menerus, contohnya diatur dalam Pasal 333 KUHP 

terkait perampasan kebebasan orang lain dengan 

melanggar hukum. Kondisi tersebut berlangsung terus-

menerus hingga korban dilepas atau bahkan meninggal. 

Berdasarkan hal tersebut, tindakan dalam delik menerus 

tidak habis setelah tindakannya selesai, namun saat 

tindakannya selesai yakni ketika korban sudah dibawa ke 

tempat penahanan sehingga tindakan tersebut berlangsung 

terus-menerus saat korban berada di tahanan. Adapun 

pengertian dari delik tidak menerus yaitu perbuatan pidana 

yang terdiri atas satu tindakan dan selesai contohnya diatur 

dalam Pasal 338 KUHP. 
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e. Jenis-Jenis Sanksi Pidana 

Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana yang dapat 

diberikan oleh pengadilan. Sanksi pidana terbagi menjadi dua kategori 

utama: pidana pokok dan pidana tambahan.23  

1) Pidana pokok terdiri dari: 1). Pidana mati merupakan salah satu bentuk 

pidana pokok yang diberlakukan dalam sistem hukum pidana di 

beberapa negara. Pidana ini diberikan kepada pelaku kejahatan yang 

dianggap paling serius, seperti pembunuhan berencana atau tindak 

pidana terorisme yang mengakibatkan kematian massal. Tujuan dari 

pemberian pidana mati adalah untuk memberikan efek jera yang sangat 

kuat kepada pelaku kejahatan serta sebagai bentuk keadilan terhadap 

korban dan masyarakat yang terkena dampaknya.24 bisa disimpulkan 

pidana mati adalah bentuk hukuman yang proporsional terhadap 

kejahatan yang dilakukan, sehingga dianggap sebagai upaya untuk 

menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik dengan memberikan 

sanksi yang setimpal. 2) Pidana penjara, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12 KUHP, adalah salah satu bentuk pidana pokok yang umum 

diberlakukan dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Pidana 

penjara diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap melanggar 

hukum dengan tingkat kesalahan yang cukup serius, namun tidak 

mencapai tingkat kejahatan yang memerlukan pidana mati. Lama masa 
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penjara yang ditentukan dapat bervariasi tergantung pada beratnya 

kejahatan yang dilakukan, dan bisa mencakup rentang waktu singkat 

hingga masa penahanan seumur hidup.25 Tujuan dari pemberian 

pidana penjara adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku 

kejahatan, mendisiplinkan mereka agar tidak mengulangi tindakan 

kriminal, serta memberikan keadilan terhadap korban dan masyarakat 

yang terkena dampakny. 3) Pidana kurungan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, adalah salah satu bentuk pidana pokok 

yang dapat diberlakukan dalam sistem hukum pidana. Berbeda dengan 

pidana penjara yang mencakup masa tahanan yang lebih panjang, 

pidana kurungan memiliki rentang waktu yang lebih pendek, yakni 

minimal satu hari dan maksimal satu tahun..26 Pidana ini biasanya 

diberlakukan untuk pelanggaran yang dianggap lebih ringan atau kasus 

yang tidak seberat untuk memperoleh pidana penjara. 4) Pidana denda 

adalah hukuman yang membuat seseorang harus membayar uang 

kepada negara karena melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk 

menakut-nakuti pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi 

kesalahannya, dan memberikan keadilan kepada korban. Meskipun 

lebih ringan daripada pidana penjara, jumlah uang yang harus dibayar 

bisa besar dan mempengaruhi keuangan pelaku.27 Jumlah denda 

ditentukan oleh pengadilan berdasarkan beratnya pelanggaran dan 

kemampuan ekonomi pelaku 
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2) Pidana tambahan terdiri dari: 1) Pencabutan hak-hak tertentu adalah 

salah satu bentuk pidana tambahan yang diterapkan dalam sistem 

hukum pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 KUHP. Tujuan 

dari pidana tambahan ini adalah untuk memberikan sanksi tambahan 

kepada pelaku kejahatan, selain pidana pokok yang telah dijatuhkan. 

Pencabutan hak-hak tertentu meliputi berbagai hak yang biasanya 

dimiliki oleh warga negara, seperti hak memegang jabatan, hak masuk 

ke dalam angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, 

serta hak menjadi penasihat atau pengurus hukum. Dengan mencabut 

hak-hak tersebut, pengadilan bertujuan memberikan efek jera kepada 

pelaku kejahatan dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal 

di masa depan dengan membatasi kemampuan mereka untuk terlibat 

dalam kegiatan sosial atau politik.28 2) Perampasan barang-barang 

tertentu sebagai pidana tambahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 

39 KUHP, merupakan upaya hukuman tambahan yang ditujukan untuk 

menghukum pelaku kejahatan dengan cara mengambil barang-barang 

tertentu yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. 

Terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 39 

KUHP, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang digunakan untuk 

melakukan kejahatan. Barang hasil kejahatan mencakup semua barang 

yang diperoleh oleh pelaku dari tindak kejahatan, seperti uang atau 

barang berharga lainnya yang diperoleh secara ilegal. Sedangkan 
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barang untuk melakukan kejahatan mencakup semua alat atau sarana 

yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan kejahatan, seperti 

senjata atau alat pemerkosaan.29 3) Pengumuman putusan hakim 

sebagai pidana tambahan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

pengadilan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum tentang 

hasil persidangan dan putusan yang telah dijatuhkan terhadap 

terdakwa. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada 

terdakwa dan masyarakat secara luas, serta untuk memberikan 

transparansi dalam proses peradilan. 

2. Tinjaun Umum tentang Teori Pembuktian 

a. Definisi Teori Pembuktian  

Dalam KBBI, kata “bukti” – terjemahan dari Bahasa 

Belanda, bewijs30  diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan 

kebenaran suatu peristiwa. bewijs atau pembuktian adalah proses 

krusial dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menetapkan 

kebenaran suatu klaim atau tuduhan. Pembuktian ini melibatkan 

pengumpulan, penilaian, dan presentasi bukti-bukti yang relevan 

di hadapan pengadilan untuk menunjukkan kesalahan atau 

kebenaran suatu pernyataan atau klaim hukum.31 tandar 

pembuktian yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis 

perkara dan yurisdiksi yang berlaku, namun umumnya 
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mengharuskan pihak yang menuntut untuk membuktikan 

kesalahannya dengan bukti yang cukup dan meyakinkan, 

sebagaimana diatur dalam prinsip "bukti yang meyakinkan di luar 

keraguan yang wajar."32  

3) Pembuktian memainkan peran sentral dalam menentukan hasil suatu 

persidangan, di mana keputusan pengadilan didasarkan pada kekuatan 

dan kredibilitas bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang 

bersengketa.33 Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat 

mengartikan pembuktian sebagai berikut: 34 

a) Muhammad at Thohir Muhammad: pembuktian perkara hukum 

adalah proses untuk menunjukkan fakta-fakta yang relevan dalam 

suatu persidangan atau penyelesaian sengketa hukum. 

b) Sobhi Mahmasoni, pembuktian merupakan upaya untuk 

menegakkan keabsahan klaim atau tuntutan hukum yang diajukan 

oleh salah satu pihak dalam persidangan.35  

Menurut Sudikno Mertokusumo36, bejwis mengandung 

beberapa pengertian yaitu:  
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1) Membuktikan secara logis: Merupakan upaya untuk 

menunjukkan kebenaran suatu klaim atau argumen dengan 

menggunakan logika yang kuat dan rasional. 

2) Membuktikan secara konvensionil, Membuktikan secara 

konvensionil melibatkan penggunaan metode dan prinsip yang 

telah diterima secara umum atau secara tradisional dalam suatu 

masyarakat atau sistem hukum. a) Conviction intime adalah 

keyakinan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dalam 

mengambil keputusan atau menentukan kebenaran suatu 

pernyataan. b) Conviction raisonnee adalah keyakinan yang 

didasarkan pada proses pemikiran yang logis dan argumentasi 

yang rasional. 

3) Membuktikan secara yuridis: Merupakan upaya untuk 

menunjukkan kebenaran suatu klaim atau pernyataan sesuai 

dengan standar atau prinsip-prinsip yang diakui dalam sistem 

hukum 

Pembuktian memiliki arti penting dalam sistem hukum 

karena merupakan fondasi dari keadilan yang ditegakkan oleh 

pengadilan. Dalam konteks peradilan, pembuktian adalah sarana 

untuk menetapkan kebenaran atau kesalahan suatu klaim atau 

tuntutan. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan 

untuk membuat keputusan yang adil dan tepat berdasarkan bukti-
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bukti yang disajikan di persidangan.37. Tanpa pembuktian yang 

memadai, pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang 

berdasarkan fakta-fakta yang relevan, yang dapat mengancam 

integritas dan kredibilitas proses peradilan serta kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem hukum. Pembuktian yang kuat dan 

adil memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang 

sama untuk membela diri dan menunjukkan kebenaran dalam 

persidangan. Ini merupakan prinsip dasar dari prinsip presumption 

of innocence, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak 

bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan oleh 

pengadilan sebaliknya. 

Bisa dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif 

hukum acara pidana yakni:38 

1) Pembuktian dalam hukum acara pidana dianggap sebagai 

aturan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya 

mencari dan mempertahankan kebenaran. Hal ini mengacu 

pada prinsip bahwa pengadilan hanya boleh memutuskan 

berdasarkan bukti-bukti yang disajikan di persidangan, serta 

berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. 

Pembuktian memainkan peran penting dalam menentukan 

keputusan pengadilan, namun pembuktian yang tidak 
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memenuhi standar atau prosedur yang ditetapkan dapat 

menyebabkan pembatalan atau penolakan bukti tersebut oleh 

hakim. Oleh karena itu, pembuktian dalam konteks ini 

berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keadilan 

dipertahankan dan proses peradilan dilakukan secara 

transparan dan adil.39  

2) Pembuktian dalam hukum acara pidana mengharuskan hakim 

untuk benar-benar teliti dan cermat dalam menilai serta 

mempertimbangkan kekuatan bukti yang ditemukan selama 

persidangan. Hakim bertanggung jawab menilai keabsahan dan 

kredibilitas bukti yang diajukan di pengadilan, serta 

memastikan keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang 

sah dan relevan. Ini menekankan peran penting hakim sebagai 

penjaga keadilan dan penegak hukum yang netral, yang harus 

membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

selama persidangan. Dengan demikian, pembuktian 

memberikan kerangka kerja bagi hakim untuk memastikan 

bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada kebenaran 

objektif dan keadilan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.  

Menilai kekuatan pembuktian yang dibatasi oleh undang-

undang berarti hakim harus memutuskan berdasarkan aturan dan 

prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum 
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acara pidana, terdapat batasan jelas mengenai jenis bukti yang 

dapat diterima di pengadilan, cara penyajian bukti tersebut, serta 

standar atau prinsip yang harus diterapkan dalam menilai kekuatan 

pembuktian. Undang-undang menetapkan standar pembuktian 

yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan atau 

kebenaran suatu klaim atau tuntutan hukum. Hakim harus 

mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dan memastikan 

bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa 

memenuhi standar tersebut.  

Bukti hukum merujuk pada informasi atau fakta yang 

disajikan di hadapan pengadilan untuk menegaskan atau 

membantah suatu klaim atau tuntutan hukum. Sementara itu, 

pembuktian adalah proses yang melibatkan pengumpulan, 

presentasi, dan evaluasi bukti-bukti tersebut dalam rangka 

menetapkan kebenaran suatu pernyataan atau klaim hukum di 

persidangan. Dengan demikian, pembuktian dalam konteks hukum 

adalah upaya untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan 

didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan bukti yang sah 

sesuai dengan standar dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam 

hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran 

materiil.  

Sejalan dengan itu, Van Bemmelen menyatakan bahwa 

hukum acara pidana memiliki tiga fungsi utama, yaitu: 
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1)  Mencari dan menemukan kebenaran; 

2)  Pengambilan keputusan oleh hakim; 

3)  Pelaksanaan keputusan tersebut.  

Fungsi utama hukum acara pidana adalah untuk mencari 

kebenaran dalam suatu perkara hukum. Ini mencakup 

pengumpulan bukti-bukti yang relevan, pemeriksaan saksi, dan 

analisis fakta-fakta yang disajikan di persidangan. Tujuan 

utamanya adalah memastikan bahwa keputusan pengadilan 

didasarkan pada kebenaran yang objektif, sehingga menciptakan 

keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. 

Setelah mencari dan menemukan kebenaran, fungsi 

berikutnya dari hukum acara pidana adalah memberikan keputusan 

oleh hakim. Hakim bertanggung jawab untuk menilai bukti-bukti 

yang telah disajikan di persidangan dan memutuskan apakah 

terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Keputusan yang diambil 

harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang 

terungkap selama proses persidangan. 

Setelah keputusan pengadilan diberikan, fungsi terakhir 

dari hukum acara pidana adalah pelaksanaan keputusan tersebut. 

Ini mencakup penerapan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan 

kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah, serta memastikan 

bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar sesuai 
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dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan keputusan ini 

bertujuan untuk menegakkan keadilan yang telah diputuskan oleh 

pengadilan dan memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki 

dampak yang efektif dalam menegakkan hukum. 

Dalam menilai kekuatan alat bukti terdapat beberapa 

sistem atau teori pembuktian, yaitu:  

1) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 

(positief wettelijk bewijstheorie) merupakan pendekatan dalam 

menilai kekuatan alat bukti berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang. Dalam sistem ini, keabsahan bukti 

ditentukan oleh apakah bukti tersebut sesuai dengan standar 

yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang atau tidak. 

Hakim memutuskan berdasarkan apakah bukti-bukti yang 

disajikan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan 

dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini menekankan pada 

kepastian hukum dan memberikan pedoman yang jelas bagi 

penilaian bukti di persidangan.40 Teori pembuktian ini juga 

ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk diterapkan di 

Indonesia. Menurutnya, bagaimana mungkin hakim dapat 

menetapkan kebenaran selain dengan menyatakan 

keyakinannya tentang kebenaran tersebut. Lagipula, keyakinan 
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seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin saja 

sesuai dengan keyakinan masyarakat secara umum41 . 

2) Sistem pembuktian menurut pandangan hakim melulu 

(conviction intime) adalah pendekatan yang memberikan 

kebebasan kepada hakim untuk menilai kekuatan bukti-bukti 

berdasarkan keyakinan atau intuisi pribadi mereka. Dalam 

sistem ini, hakim tidak terikat secara ketat pada aturan atau 

standar yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi lebih 

mengandalkan pada pandangan atau keyakinan pribadi mereka 

dalam menilai bukti-bukti yang disajikan di persidangan. 

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk 

mempertimbangkan semua aspek dari kasus yang sedang 

dihadapinya, namun juga dapat meningkatkan risiko keputusan 

yang bersifat subjektif dan tidak konsisten. 

3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan 

yang logis (La conviction Raisonnee) adalah pendekatan di 

mana hakim mengevaluasi kekuatan bukti berdasarkan 

keyakinan mereka yang didasarkan pada alasan yang logis dan 

rasional. Dalam pendekatan ini, hakim tidak hanya bergantung 

pada intuisi atau perasaan pribadi, tetapi juga melakukan 

analisis yang cermat terhadap fakta-fakta yang disajikan di 

persidangan. Mereka menggunakan penalaran logis dan 
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metodologi yang tepat untuk menilai bukti-bukti tersebut, 

memperhatikan konsistensi, kredibilitas, dan relevansi dari 

masing-masing bukti. Pendekatan ini menekankan pada prinsip 

keadilan dan kepastian hukum, karena keputusan hakim 

didasarkan pada analisis yang objektif dan rasional terhadap 

fakta-fakta yang ada. Dalam La conviction Raisonnee, hakim 

diharapkan untuk membuat keputusan yang teliti dan logis, 

serta mempertimbangkan semua aspek kasus secara 

menyeluruh. 

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

adalah pendekatan yang menekankan pada sisi berlawanan dari 

pendekatan positif. Dalam sistem ini, bukti dianggap sah 

kecuali ada ketentuan undang-undang yang secara tegas 

menyatakan sebaliknya. Artinya, alat bukti yang diajukan di 

pengadilan dianggap benar kecuali ada ketentuan yang 

menolaknya dalam undang-undang. Pendekatan ini 

menempatkan tanggung jawab untuk membuktikan 

ketidakbenaran bukti pada pihak yang menyangkal 

keabsahannya, bukan pada pihak yang mengajukannya. Oleh 

karena itu, pihak yang memperkenalkan bukti harus 

membuktikan bahwa bukti tersebut tidak sah berdasarkan 

undang-undang yang berlaku. Sistem ini mendorong pihak-

pihak untuk memperkenalkan sebanyak mungkin bukti dalam 
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persidangan, namun juga menempatkan tanggung jawab pada 

hakim untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan 

sesuai dengan standar undang-undang.42 

Dengan perumusan ini, esensi dari sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke 

bewijs theorie) jelas melibatkan analisis.43: 

a) a) Prosedur dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat 

bukti sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam 

undang-undang; dan 

b) b) Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut baik 

secara materiil maupun secara prosedural. 44 

b. Alat Bukti Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

UndangUndang   Hukum Acara Pidana  

Secara prinsip, mengenai alat-alat bukti sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai 

berikut: 

1) Keterangan Saksi 

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa 

"Saksi adalah individu yang mampu memberikan keterangan 
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untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan 

mengenai perkara pidana yang ia saksikan, dengar, dan alami 

secara langsung."  

Pasal 1 angka 26 KUHAP, bersamaan dengan Pasal 1 

angka 27 KUHAP, secara substansial menjelaskan bahwa 

seorang saksi adalah individu yang memiliki kapasitas untuk 

memberikan informasi terkait dengan kasus pidana. Informasi 

yang disampaikan oleh seorang saksi haruslah relevan dan 

berguna dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan 

persidangan. Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, 

informasi yang diberikan oleh saksi juga mencakup pengakuan 

tentang kejadian pidana yang mungkin tidak langsung dialami 

oleh saksi, tetapi ia mendapatkan pengetahuan tentangnya 

melalui proses hukum. Oleh karena itu, keterangan saksi tidak 

hanya terbatas pada apa yang disaksikan, didengar, atau 

dialami secara langsung, tetapi juga dapat mencakup informasi 

yang diperoleh melalui proses hukum terkait45. 

2) Keterangan Ahli  

Keterangan ahli, sesuai dengan Pasal 1 butir 28 

KUHAP, merujuk kepada informasi yang disampaikan oleh 
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individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus 

dalam bidang tertentu yang relevan dengan kasus pidana yang 

sedang diadili. Penggunaan keterangan ahli bertujuan untuk 

memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap aspek-aspek 

tertentu dari kasus pidana tersebut.46 

Meskipun demikian, tidak ada persyaratan bahwa ahli 

harus memiliki pendidikan formal dalam bidangnya; yang 

penting adalah memiliki keahlian praktis dan pengalaman yang 

relevan. Ahli juga dapat memberikan keterangan pada tahap 

penyidikan atau penuntutan, yang kemudian dicatat dalam 

laporan resmi yang dibuat dengan mengikuti prosedur yang 

ditetapkan. 

Keterangan ahli dapat diberikan baik secara lisan 

maupun tertulis. Jika disampaikan pada tahap pemeriksaan 

oleh penyidik atau penuntut umum, dan kemudian dicatat 

dalam suatu laporan resmi, maka keterangan tersebut dianggap 

sebagai keterangan tertulis atau alat bukti surat. Namun, ahli 

juga memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan 

secara lisan di persidangan.47 

Keterangan ahli biasanya memberikan pandangan 

umum atau pendapat tentang aspek-aspek yang terkait dengan 

inti perkara yang sedang disidangkan, namun mereka tidak 
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diizinkan memberikan penilaian langsung terhadap kasus 

spesifik yang sedang dihadapi. Pertanyaan yang diajukan 

kepada ahli umumnya bersifat hipotesis atau berdasarkan 

skenario tertentu. Ahli juga tidak diizinkan memberikan 

penilaian tentang kesalahan atau kesimpulan kesalahan 

terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan kepada 

mereka. Dengan demikian, peran ahli dalam proses hukum 

adalah memberikan pencerahan dan informasi yang relevan 

untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.48 

3) Surat  

Menurut penafsiran Asser-Anema, surat-surat 

merujuk pada segala jenis komunikasi tertulis yang 

menyertakan tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, yang 

bertujuan untuk menyampaikan isi pikiran atau informasi. 

Pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa surat 

merupakan wujud dari ekspresi hati atau pemikiran seseorang, 

yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan, 

dan juga sebagai bentuk bukti tertulis. Dengan demikian, surat 

dapat berupa dokumen tertulis yang disusun secara formal atau 

informal, seperti surat resmi, surat pribadi, atau surat 

elektronik. untuk dianggap sebagai alat bukti tertulis atau 

surat, sebuah dokumen harus mengandung buah pikiran atau 
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informasi yang disampaikan, serta memuat tanda-tanda bacaan 

yang dapat dimengerti. Dokumen yang tidak mengandung 

informasi atau ekspresi pikiran tidak dapat dianggap sebagai 

surat dalam konteks hukum.49  

4) Petunjuk  

Petunjuk, sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, 

merujuk pada tindakan, kejadian, atau kondisi yang 

menunjukkan adanya suatu kegiatan kriminal dan identitas 

pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Berbeda dengan jenis alat bukti lainnya seperti keterangan 

saksi, ahli, surat, dan pengakuan terdakwa, petunjuk diperoleh 

melalui informasi yang diberikan oleh jenis alat bukti lain 

seperti saksi, surat, dan pengakuan terdakwa.  

Pasal 188 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa 

penilaian terhadap keandalan alat bukti petunjuk sangat 

bergantung pada kecermatan dan ketelitian hakim dalam 

memeriksa fakta yang disajikan di persidangan dengan penuh 

kehati-hatian, meskipun hal ini tidak secara eksplisit diuraikan 

dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam konteks teori pembuktian, 

petunjuk ditempatkan dalam kategori circumstantial evidence 
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atau bukti tidak langsung yang melengkapi bukti-bukti 

primer.50 

Artinya, petunjuk tidak menjadi alat bukti utama, 

tetapi hanya menjadi pelengkap dari alat bukti lainnya seperti 

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim harus 

dapat menghubungkan berbagai alat bukti tersebut secara 

koheren untuk mencapai kesimpulan yang kuat tentang 

terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. 

5) Keterangan terdakwa  

Pernyataan terdakwa, atau yang sering disebut sebagai 

pengakuan, memiliki peranan yang signifikan dalam hukum 

pembuktian. Sesuai dengan Pasal 189 KUHAP, keterangan 

terdakwa adalah apa yang diucapkan oleh terdakwa di 

pengadilan mengenai perbuatannya sendiri atau hal-hal yang ia 

ketahui atau alami secara langsung. Meskipun demikian, 

keterangan terdakwa tidak selalu dianggap sebagai bukti yang 

kuat karena pengakuan tanpa dukungan bukti tambahan dapat 

dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang 

memadai.51 
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 Dalam prakteknya, keterangan terdakwa yang 

diberikan di luar sidang bisa menjadi bahan pertimbangan, 

tetapi harus didukung oleh alat bukti lain yang sah terkait 

dengan tuduhan yang diajukan. Terkadang, keterangan 

terdakwa bisa berubah-ubah selama proses penyidikan, 

sehingga dapat menyulitkan penyidik untuk menemukan 

kebenaran yang sebenarnya. Untuk dianggap sebagai alat bukti 

yang kuat, keterangan terdakwa harus konsisten dengan 

keterangan korban atau bukti-bukti lain yang ada. Ini 

menekankan pentingnya kesesuaian antara keterangan 

terdakwa dengan bukti-bukti lain yang ada demi keadilan 

dalam proses peradilan.52 

3. Konsepsi Santet 

a. Pengertian santet  

Santet adalah praktik di mana seseorang mencoba untuk 

menyakiti orang lain dari kejauhan menggunakan ilmu sihir atau 

ilmu hitam. Umumnya, santet melibatkan penggunaan berbagai 

media seperti rambut, foto, boneka, dupa, serta berbagai jenis 

tumbuhan atau benda seperti kembang atau paku. Korban yang 

terkena santet bisa mengalami berbagai macam dampak, mulai 
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dari cacat hingga kematian. Praktik ilmu santet sudah ada sejak 

berabad-abad yang lalu.53 

Santet adalah praktik yang digunakan oleh seseorang 

dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau bahaya pada 

individu lain secara jarak jauh, dengan memanfaatkan ilmu sihir 

atau ilmu hitam. Praktik ini sering kali melibatkan penggunaan 

berbagai macam media atau objek, seperti rambut, foto, boneka, 

dupa, serta benda-benda ritual lainnya. Orang yang menjadi 

korban santet dapat mengalami berbagai macam dampak negatif, 

mulai dari cacat fisik hingga kematian. Fenomena santet telah 

dikenal dan diyakini dalam masyarakat sejak zaman dahulu, dan 

sering kali dipercayai memiliki kaitan dengan kepercayaan 

spiritual atau kekuatan gaib.54 

Praktik santet sering kali dilakukan dengan motivasi 

tertentu, seperti balas dendam, iri hati, atau hasrat untuk 

merugikan individu lain. Meskipun sering kali dianggap sebagai 

fenomena yang tidak rasional atau berada di luar ilmu 

pengetahuan, kepercayaan dan praktik santet tetap menjadi bagian 

dari budaya dan tradisi di beberapa masyarakat, terutama di 

daerah yang masih sangat melekat pada kepercayaan spiritual atau 

kebudayaan tradisional. Meskipun demikian, praktik santet sering 
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kali menuai kontroversi dan dipandang sebagai kejahatan atau 

tindakan melanggar hukum dalam banyak sistem hukum 

modern.55 

b. Macam-macam dan jenis santet 

Jenis-jenis pratik santet antara lain:56 

1) Santet jong (atau disebut juga teluh) adalah jenis santet 

yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian 

jika tidak segera diobati. Gejalanya termasuk muntah 

darah, demam tinggi yang sulit ditahan, sakit di dada, rasa 

sakit di seluruh tubuh, dan sensasi tulang yang seolah-olah 

akan patah. 

2) Santet Gayong menyebabkan gejala seperti badan terasa 

panas, memar atau biru-biru di dada, kesulitan bernapas, 

mual-mual, muntah, bahkan hingga kesulitan buang air 

besar. 

3) Santet Tube (atau disebut juga racun) disebarkan melalui 

makanan atau minuman. Gejalanya termasuk batuk 

berdarah, kehilangan kemampuan berbicara, rasa gatal-

gatal, dan gejala lainnya yang tidak biasa. 

Sementara itu, bentuk atau jenis-jenis santet Dalam 

pandangan syariat adalah57: 
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1) Al Sya’wadzah merujuk pada usaha menipu melalui ilusi 

atau tipu daya visual yang pada hakikatnya tidak 

didasarkan pada kenyataan yang konkret. 

2) Santet melalui hipnotis, di mana seseorang menggunakan 

teknik hipnotis untuk mencelakai orang lain. 

3) Santet dengan meminta bantuan jin melalui berbagai cara 

yang dilakukan oleh pelaku santet. 

4) Santet dengan menggunakan wafak, rumus, huruf, atau 

angka yang dituliskan pada media tertentu, yang diyakini 

memiliki kekuatan supranatural. 

5) Santet melalui kekuatan roh atau bantuan kekuatan jiwa 

yang jahat, sering kali melibatkan praktik-praktik 

okultisme. 

6) Santet melalui ramuan, serbuk, atau obat-obatan yang 

dimasukkan ke dalam makanan atau minuman target. 

7) Santet melalui benda-benda yang terkait dengan target, 

seperti rambut, kuku, atau pakaian mereka, yang diyakini 

memiliki energi atau kekuatan untuk merugikan mereka. 

c. Santet dalam hukum positif 

Santet, juga dikenal sebagai ilmu tenung atau guna-guna, 

memiliki dukungan yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Akan 

tetapi, pandangan terhadap fenomena ini sangat beragam. 

                                                                                                                                                                     
57

 Sarofah, Ummi, and Suciyani Suciyani. "Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Kuhp 

Perspektif Hukum Pidana Islam." (Phd Diss., UIN Surakarta, 2023). 



 

 

46 

Sebagian orang mempercayai eksistensi santet sebagai fakta, 

sementara yang lain menganggapnya sebagai rekayasa belaka, 

terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana 

beberapa orang masih memegang teguh pandangan tradisional.58 

Ketiadaan peraturan hukum yang mengatur tentang santet telah 

menyebabkan beberapa individu yang percaya akan keberadaan 

fenomena ini cenderung mengambil tindakan sendiri terhadap 

orang yang diduga memiliki ilmu santet. Tindakan semacam itu 

dapat berujung pada kekerasan atau bahkan pembunuhan. Oleh 

karena itu, pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur 

tentang santet menjadi sangat diperlukan untuk menjaga 

penegakan hukum di Indonesia, mengingat telah terjadi banyak 

korban yang menjadi korban dari peristiwa-peristiwa semacam 

itu. Meskipun demikian, hingga saat ini, pembuktian tentang 

adanya santet masih sulit diterima secara logis. 

Dalam konteks hukum, mempertimbangkan masalah 

santet berarti melihatnya sebagai salah satu isu yang perlu 

dianalisis lebih lanjut dalam kerangka kebijakan hukum pidana. 

Santet dianggap sulit untuk dibuktikan secara hukum karena 

sifatnya yang bersifat gaib. Sistem hukum yang berdasarkan pada 

logika formal dan rasional cenderung hanya mengakui tindakan 

yang dapat diamati secara konkret dan memiliki kausalitas yang 
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jelas secara empiris.59 Karenanya, kegiatan yang terkait dengan 

hal-hal gaib atau mistis sulit diterima dalam struktur hukum yang 

mengandalkan logika tersebut. Tetapi, ini tidak mengindikasikan 

bahwa semua tindakan yang terhubung dengan dunia gaib tidak 

bisa diatur dalam kerangka hukum yang formal dan berbasis 

logika. Asalkan tindakan tersebut bisa diidentifikasi dan 

dijelaskan secara tepat, maka mereka juga dapat dimasukkan ke 

dalam kerangka hukum formal atau peraturan yang rasional. 

Dalam hukum pidana Indonesia, kegiatan-kegiatan yang 

bersifat mistis telah diatur dalam Pasal 545 hingga Pasal 547 

KUHP. Sebagai contoh, Pasal 545 menyatakan bahwa siapa pun 

yang mengaku memiliki kemampuan meramal nasib seseorang, 

menafsirkan mimpi, atau menggunakan praktik-praktik gaib 

untuk mencari nafkah, dapat dikenai hukuman kurungan 

maksimal enam hari atau denda hingga tiga ratus rupiah. Jika 

pelanggaran tersebut terulang dalam waktu kurang dari satu 

tahun, hukumannya dapat diperberat. 

Pasal 546 dan Pasal 547 KUHP mengatur berbagai 

tindakan yang terkait dengan penggunaan jimat-jimat atau benda-

benda gaib dalam konteks hukum pidana. Pasal 546 melarang 

penjualan jimat-jimat atau benda-benda yang diyakini memiliki 

kekuatan gaib, dan juga melarang pengajaran ilmu atau kesaktian 
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untuk melakukan tindak pidana. Di sisi lain, Pasal 547 

memberikan sanksi terhadap saksi yang menggunakan jimat atau 

benda gaib saat memberikan keterangan dalam persidangan. Ini 

menegaskan bahwa penggunaan benda-benda gaib dalam konteks 

hukum dianggap serius dan dilarang, dan siapa pun yang 

melanggarnya akan dikenai sanksi pidana.60 

Selain itu, kedua pasal ini juga terkait dengan peraturan 

lain yang mengatur tentang tindak pidana santet, seperti yang 

dijelaskan dalam perumusan Pasal 13 perundang-undangan 

Majapahit. Pasal ini menetapkan hukuman mati bagi pelaku santet 

yang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sangat 

berbahaya, seperti menulis nama orang lain di atas kain mayat 

atau di atas peti mati. Dengan demikian, pengaturan hukum 

terkait dengan santet mencakup berbagai aspek, mulai dari 

penjualan benda-benda gaib hingga tindakan langsung pelaku 

santet, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

masyarakat. 

4. Konsepsi Perumusan Pasal 252 KUHP 

Pasal 252 RKUHP dikenal di kalangan masyarakat sebagai 

pasal yang terkait dengan santet, meskipun sebenarnya dalam teks 

Pasal 252 RKUHP tidak secara langsung menyebut atau merujuk pada 
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istilah "santet". Rumusan Pasal 252 dalam draf final RKUHP (versi 

Juli 2022) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. ”Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan 

gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau 

memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena 

perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau 

penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana 

denda paling banyak kategori IV. Jika setiap orang sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk 

mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian 

atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).".61  

Pasal 252 RKUHP dikenal sebagai pasal tentang santet 

karena sejak RKUHP Versi 2019, penjelasannya menyatakan 

bahwa aturan ini bertujuan untuk mengatasi kegelisahan 

masyarakat terhadap praktik ilmu hitam, yang sulit dibuktikan 

secara hukum. Pasal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan 

main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga terhadap seseorang 

yang dianggap sebagai dukun teluh (santet). Dalam draf final 

RKUHP (versi Juli 2022), Pasal 252 mengalami perubahan terkait 
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ancaman hukuman penjaranya, dari maksimal 3 tahun dalam 

RKUHP Versi 2019 menjadi 1 tahun 6 bulan.62   

Dalam revisi Penjelasan Pasal 252 RKUHP, frasa "ilmu 

hitam" dan "dukun teluh" telah dihapus. Meskipun demikian, dari 

penjelasan yang baru, masih terlihat bahwa pemerintah memiliki 

niat untuk mempidanakan praktik santet. Namun, maksud 

pemerintah ini menjadi kurang jelas dengan penjelasan baru 

tersebut, terutama ketika disandingkan dengan tujuan untuk 

mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap 

seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan dapat 

menyebabkan penderitaan pada orang lain. Kejadian pembantaian 

terhadap individu yang diduga melakukan santet di beberapa 

daerah, seperti di Banyuwangi, adalah contoh dari tindakan main 

hakim sendiri yang sering terjadi. 

Dengan demikian, meskipun dalam draf final RKUHP 

(versi Juli 2022) tidak secara eksplisit menyebutkan perbuatan 

tersebut sebagai santet, penjelasan atas Pasal 252 tetap mengarah 

pada regulasi praktik santet dalam masyarakat. Meskipun redaksi 

pasal tersebut tidak mengkualifikasikan perbuatan secara langsung 

sebagai santet, namun tujuannya tetap terlihat bahwa pasal ini 

dimaksudkan untuk mengatur praktik santet yang sering terjadi 

dalam masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Merupakan pendekatan yang diterapkan oleh peneliti untuk menghimpun 

data dalam studinya, berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.63 Menurut 

Profesor Sugiono, metode ini adalah teknik spesifik yang memenuhi kriteria 

ilmiah untuk kumpulan data yang bertujuan dan berfungsi secara khusus. Ini 

merupakan kesepakatan awal antara komunitas peneliti ilmiah, termasuk 

akademisi dari beragam bidang ilmu serta intelektual yang bisa menganalisis 

logika umum dari berbagai jenis diskursus atau bidang ilmu. 

Menurut Soerjono Soekanto, metpen merupakan serangkaian proses ilmu 

yang didasarkan pada analisa dan struktur konstruktif yang dibentuk dengan cara 

sistematis dan metodologis. Untuknya, metode ini merupakan aspek fundamental 

yang harus dipatuhi oleh setiap peneliti dalam proses penelitian guna 

membongkar kebenaran. Seorang peneliti harus mengikuti standar dan kriteria 

yang telah disepakati bersama oleh komunitas peneliti lain sebagai bagian dari 

kewajiban mereka. Metode penelitian berbasis kepustakaan menjadi sangat 

penting untuk diperhatikan dalam kajian hukum, dengan tujuan utama agar 

penelitian tersebut dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu penting dalam 

ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk merancang solusi dalam menghadapi 

berbagai masalah hukum, dimana tujuan utamanya adalah untuk memastikan 

hukum dapat menyediakan kestabilan dan keadilan yang mutlak dalam 
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masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya penggunaan metode yang sistematis 

untuk menelaah teori dan ide, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bersifat 

obyektif dan relevan. Atas dasar ini, peneliti memilih untuk menerapkan 

pendekatan sebagai berikut. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian berikut menggunakan istilah penelitian yuridis normatif 

yaitu penelitian yang berangkat dari adanya ketentuan hukum dengan realita 

yang terjadi di lapangan dan implementasinya. Tujuan dari jenis penelitian 

yuridis normatif yaitu untuk melakukan analisis terhadap seperangkat aturan 

yang ada terkait santet dan pembuktiannya.64 Jenis penelitian yuridis normatif 

juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap hukum sebagai perangkat 

peraturan undang-undang yang sifatnya normatif serta memandang 

bahwasanya hukum merupakan wujud dari perilaku masyarakat yang 

bergejolak dan memiliki pola tertentu dalam kesehariannya.65 

Penelitian hukum, atau legal research, merupakan tipe penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan kebenaran yang koheren atau untuk menentukan 

apakah ada aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum tertentu, serta 

apakah ada norma yang melarang atau mengizinkan suatu perilaku 

berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
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menilai apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma dan prinsip hukum 

yang berlaku.66  

B. Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Data hukum primer adalah aturan-aturan yang tertulis yang akan 

dilaksanakan oleh negara. Sumber hukum primer terdiri atas hukum 

tertulis yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh mereka yang 

memiliki kewenangan untuk membuat hukum.67 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang 

mendiskusikan atau memberikan komentar, biasanya mengenai sumber 

hukum primer. Sumber hukum sekunder bukanlah hukum itu sendiri tetapi 

mendiskusikan atau menganalisis hukum. Sumber hukum sekunder tidak 

memiliki kekuatan mengikat tetapi mendiskusikan atau menganalisis 

doktrin-doktrin hukum.68 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini didapatkan melalui berbagai teori atau pandangan 

pakar hukum, berbagai buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan juga 

informasi lainnya dari internet.69 
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C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

1. Metode pengumpulan bahan hukum dalam metode yuridis normatif dapat 

dilakukan melalui dua cara:70 

2. Studi kepustakaan atau studi literatur adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mengevaluasi informasi yang telah diungkapkan dalam bentuk 

tulisan yang berhubungan dengan sumber-sumber hukum, yang telah 

ditemukan melalui beragam sumber dan telah didistribusikan secara luas. 

3. Dokumentasi adalah metode pencarian data melalui Sumber data dalam 

bentuk buku, jurnal maupun catatan lainnya terkait suatu penelitian.71 

Studi kualitatif menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data 

dari pengamatan dan wawancara sehingga lebih mampu meningkatkan 

validitas dan akurasi data yang diperoleh 

D. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisa data diawali proses telaah setiap data yang diperoleh sesuai 

teknik pengumpulan data.72Biklen dan Bogdan dan menjelaskan bahwasanya 

analisa data secara kualitatif merupakan proses untuk merepresentasikan dan 

menafsirkan data dengan beberapa tahap yang mencakup organizer data, 

pemilihan data, sintesis data, pencarian dan penemuan pola, dan analisis 
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terhadap data tersebut. Adapun dalam penelitian ini tahapan analisa data yang 

digunakan peneliti yaitu:73 

1. Seleksi data adalah proses mengevaluasi data untuk memastikan 

kekomprehensifannya agar dapat disaring berdasarkan relevansinya 

dengan masalah penelitian. 

2. Analisis kualitatif melibatkan interpretasi data sebagai pendekatan untuk 

memahami makna dan konteks di balik data yang dikumpulkan. 

3. Penyusunan data merupakan kegiatan menyusun data yang terkait 

sehingga membentuk data yang terintegrasi dan lengkap, sesuai dengan 

prinsip-prinsip utama subjek yang sedang diteliti, untuk memudahkan 

peneliti dalam menganalisis data dan memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian.74 

E. Validasi Bahan Hukum 

Validasi data adalah langkah yang dilakukan untuk memverifikasi 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat akurasi, 

keandalan, dan relevansi yang memadai untuk tujuan penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini, validasi data sangat penting karena melibatkan analisis 

terhadap hukum dan realita yang ada di lapangan terkait tindak pidana 

santet.75 Untuk melakukan validasi data, peneiti menggunakan beberapa 

langkah sebagai berikut: 
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a. Memverifikasi keabsahan dan kredibilitas sumber data, termasuk bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan. Pastikan bahwa 

data berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Membandingkan data dari berbagai sumber untuk menjamin konsistensi 

dan kesesuaian informasi yang diperoleh. Perbedaan atau inkonsistensi 

antara sumber data harus diidentifikasi dan ditangani dengan cermat. 

c. Melakukan pengecekan fakta atau informasi yang diperoleh dengan 

mengacu pada referensi dan dokumen resmi lainnya yang relevan. 

Langkah ini membantu memastikan keakuratan data yang digunakan 

dalam penelitian. 

d. Menggunakan teknik analisis yang sesuai, seperti analisis kualitatif, 

untuk menginterpretasikan dan mengolah data dengan benar. Proses 

analisis data harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk 

memperoleh pemahaman yang dalam tentang fenomena yang sedang 

diteliti. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Perumusan Santet Sebagai Tindak Pidana dalam Konsep Pasal 252 

KUHP UU No. 1 Tahun 2023 

Dalil mengenai rumusan ilmu hitam atau santet sebagai tindak pidana 

dalam  Pasal 252 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 didasarkan pada 

transformasi sistem peradilan pidana nasional melalui pendekatan fakta dan 

hukum. Dalam konteks ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

dianggap sebagai landasan terpenting yang mencerminkan kodifikasi dan 

unifikasi hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur mengenai tindak 

pidana, pelaku, dan sanksinya, serta hukum pidana formil yang mengatur 

mengenai pelaksanaan hukum pidana substantif.76 

Proses reformasi hukum pidana dimulai pada tahun 1963 dan terfokus 

pada seminar nasional yang membahas pentingnya hukum pidana nasional 

yang mencerminkan semangat dan jiwa nasionalisme Indonesia. RUU KUHP 

merupakan upaya untuk membangun atau memperbaharui sistem hukum 

pidana nasional, bukan hanya sekedar merumuskan pasal-pasal secara 

tekstual. Pembaharuan hukum pidana pada intinya adalah memperbaharui 

konsep dan ide dasar, bukan hanya sekedar mengganti perumusan pasal secara 

tekstual. Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP 
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harus mencakup aspek konseptual dan kontekstual serta memperhatikan 

prinsip dan nilai dasar sistem hukum negara. 

Konsep  dasar pemikiran reformasi hukum pidana mengacu pada nilai-

nilai yang mendasari hukum nasional dan harus sejalan dengan falsafah negara 

Indonesia. Sebab kita mengingat sejarah panjang hukum pidana yang ditandai 

dengan jejak-jejak zaman kolonial dan nilai-nilainya masih terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini. Oleh karena itu, dalam 

melakukan revisi undang-undang pidana, penting untuk menyelaraskan pokok 

pikiran tersebut dengan cita-cita nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh 

oleh masyarakat Indonesia.77 

Reformasi hukum pidana, termasuk pembaharuan asas-asas hukum 

pidana, pada hakikatnya diawali dengan pembaharuan nilai-nilai inti dan cita-

citanya. Menurut Barda Nawawi Alief, pembentukan nilai-nilai tersebut 

merupakan perwujudan ide dasar dan konsep intelektual. Dalam konteks 

reformasi hukum, penting untuk memperhatikan konsep pembangunan daerah 

berkelanjutan, aktivitas intelektual  berkelanjutan, dan filosofi intelektual 

berkelanjutan.78 

Barda Nawawi Arif menegaskan, penyusunan konsep RUU hukum 

pidana mendatang tidak lepas dari gagasan dan kebijakan pengembangan 

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai kehidupan 
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yang diidamkan. Artinya, reformasi peradilan pidana di negara ini juga harus 

mengacu pada dasar-dasar Pancasila, yang mencakup nilai-nilai agama dan 

moral, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.. 

Nilai-nilai masyarakat Indonesia  erat kaitannya dengan sistem hukum 

negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Reformasi peradilan pidana 

harus didasarkan pada tiga pilar nilai-nilai Pancasila: moralitas agama, 

kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Mengingat Pancasila dianggap sebagai 

sumber utama dari segala sumber hukum, maka reformasi hukum pidana harus 

mempertimbangkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila..79 

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, penting untuk 

menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tidak tertulis dan hukum 

adat, serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum 

haruslah mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, pembaharuan hukum 

pidana harus mengakomodasi dan memperkaya nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat untuk menciptakan hukum yang lebih relevan dan berkelanjutan. 

Dalam pengembangan ilmu hukum pidana lebih lanjut dalam proses 

reformasi hukum pidana, Barda Nawawi Arief menekankan pada aspek 

“psikologis” atau “spiritual”, yang mengacu pada nilai-nilai yang mendasari 

norma hukum pidana. Ilmu hukum pidana harus mampu menggali dan 

menghidupkan kembali nilai-nilai hukum yang dikandungnya. Pendekatan 

keagamaan dalam pembaharuan substansi hukum nasional seringkali dikaitkan 
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dengan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang berkembang di 

masyarakat, termasuk hukum adat. Oleh karena itu, terdapat pendekatan 

budaya dan agama dalam reformasi hukum pidana. 

Implementasi pendekatan budaya dan agama dalam pengembangan 

kebijakan hukum pidana mencakup seluruh struktur sistem peradilan pidana, 

termasuk persoalan kriminalisasi, pemidanaan, dan penuntutan. Dalam 

konteks ini, ketiga aspek tersebut, yaitu kriminalisasi, pemidanaan, dan 

pelaksanaan pidana, menjadi fokus utama dalam pengaturan hukum pidana.80 

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana, terdapat tiga 

masalah utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu: pertama, perbuatan apa 

yang seharusnya dikenakan pidana; kedua, syarat apa yang harus dipenuhi 

untuk menuntut atau mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan 

tersebut; dan ketiga, sanksi atau pidana apa yang seharusnya dikenakan 

kepada pelaku. Ketiga persyaratan ini sangat erat kaitannya dengan asas 

legalitas dalam hukum pidana, yang menekankan pentingnya kejelasan dan 

kepastian hukum dalam menetapkan tindakan pidana.81 

Asas legalitas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang 

yang mengatur tentang tindak pidana, tidak hanya mengalami berbagai bentuk 

pelunakan, modifikasi, dan perluasan, namun juga menghadapi berbagai 

tantangan dalam kaitannya dengan hukum pidana Indonesia. 
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Pertama, pelunakan atau penghalusan asas legalitas terlihat dalam 

KUHP itu sendiri, khususnya melalui adanya Pasal 12 KUHP. Pasal ini 

memberikan kelonggaran dalam penerapan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana yang melakukan perbuatan atas dasar keadaan darurat atau keadaan 

terpaksa yang mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dapat dihindari. 

Kedua, dalam praktik yurisprudensi dan perkembangan teori, terdapat 

ajaran yang bersifat melawan hukum yang materil. Ajaran ini menekankan 

bahwa penerapan hukum pidana tidak semata-mata harus terikat pada teks 

undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, 

kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat secara luas. 

Ketiga, dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia, 

terlihat adanya pergeseran dan perluasan pemahaman terhadap asas legalitas. 

Hal ini tercermin dalam revisi konstitusi, seperti UUD 1950, undang-undang 

yang memberikan kewenangan penegakan hukum yang lebih luas, serta 

konsep baru dalam penyusunan KUHP yang mencerminkan perubahan sosial 

dan tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif.82 

Asas legalitas, yang secara tradisional diartikan sebagai Nullum 

Delictum Sine Lege (tidak ada delik tanpa undang-undang), juga memiliki 

dimensi Nullum Delictum Sine Ius (tidak ada delik tanpa hukum). Ini berarti 

tidak hanya melihat asas legalitas secara formal, tetapi juga secara materil, 

termasuk pengakuan terhadap hukum adat atau hukum tidak tertulis sebagai 

sumber hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kriminalisasi 
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perbuatan mistis seperti santet telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 

KUHP, serta dalam Pasal 252 KUHP yang secara khusus mengatur 

penggunaan ilmu hitam.83 

Asas proporsionalitas berlaku pada tiga bidang utama hukum pidana: 

tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, perkara pidana, serta perkara 

pidana. Tindakan santet seringkali digunakan untuk merugikan seseorang 

karena berbagai alasan, seperti balas dendam atau keuntungan. Namun, 

mempraktikkan ilmu hitam sangatlah berbahaya dan bahkan dapat 

menyebabkan kematian.  

Dampak dari perbuatan santet sangat meresahkan masyarakat, 

termasuk ketidakamanan, kekhawatiran akan bertambahnya jumlah korban, 

serta tuntutan keadilan dari keluarga korban. Hal ini juga dapat menyebabkan 

ketidakpercayaan pada sistem hukum dan pemerintah, mengganggu 

keseimbangan sosial, serta merusak rasa toleransi dan kepercayaan antar 

sesama anggota masyarakat. Kesimpangsiuran dalam penegakan hukum 

terhadap kasus santet juga mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian 

dalam masyarakat. 

Dari segi hukum, permasalahan ilmu hitam di Indonesia masih menjadi 

hal yang  memerlukan penelitian lebih lanjut. Ketentuan hukum pidana 

Indonesia, khususnya Pasal 252 KUHP,  mengatur kriminalisasi  praktik 

okultisme. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang memberikan 

bantuan dengan mengaku mempunyai kesaktian atau yang dapat menimbulkan 
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penyakit, kematian, penderitaan jasmani atau rohani kepada seseorang, dapat 

dikenakan pidana penjara atau denda.84 

Tujuan dari pasal 252  adalah untuk mencegah orang mengambil 

tindakan sendiri. Struktur nilai yang melandasi pasal ini didasarkan pada 

gagasan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Hal ini tercermin dalam 

teori relatif yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah pencegahan 

kejahatan dan rehabilitasi pelanggar. Oleh karena itu, pengembangan 

kebijakan kriminalisasi terkait ilmu hitam ditujukan untuk mencegah praktik 

mistik yang dapat merugikan orang lain. 

Dengan adanya aturan ini, diharapkan praktik santet dapat ditekan dan 

dicegah, sehingga masyarakat terlindungi dari potensi bahaya yang 

ditimbulkannya. Pendekatan hukum yang didasarkan pada prinsip pencegahan 

ini juga memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. 

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum dalam hal 

santet juga merupakan upaya untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan di 

masyarakat. 

Pasal 252 KUHP, yang mengatur mengenai praktik santet, telah 

menjadi subjek kontroversi dan penolakan yang cukup banyak. Hal ini 

disebabkan oleh kemungkinan interpretasi yang luas terhadap pasal tersebut. 

Dalam pasal ini, tindakan seorang praktisi sihir, seperti "pengumuman, 

komunikasi, penawaran, pemberian layanan" dengan tujuan menyebabkan rasa 

sakit atau bahkan kematian pada seseorang, dianggap membantu dan 
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mendukung suatu kejahatan. Bahasanya serupa dengan Pasal 162 dan  163 

KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 250 dan  252 KUHP:85  

1. “Setiap orang yang mengirimkan, menampilkan, atau memasang teks atau 

gambar untuk dilihat umum, atau mendengarkan rekaman untuk dilihat 

umum, atau menyebarkannya dengan menggunakan teknologi informasi  

atau bermaksud melakukan tindak pidana dengan mengumumkan 

penawaran tersebut kepada umum atau lebih dikenal dengan kategori II, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 

denda paling banyak kategori II.”    

2. Belum lewat waktu dua tahun sejak orang yang dimaksud pada ayat (1) 

melakukan perbuatan itu dalam menjalankan profesinya dan atas 

perbuatannya itu dijatuhkan putusan pidana yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi 

pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal Pasal 86(f)”.86    

Tindakan santet, meskipun berada dalam ranah yang sulit untuk 

dipertanggungjawabkan secara materiil, tetap merupakan tindakan yang 

merugikan dan pantas untuk dipidana. Meskipun pembuktian atas perbuatan 

santet sulit dilakukan di pengadilan karena sifatnya yang abstrak dan spiritual, 

namun adanya kebijakan kriminalisasi di masa yang akan datang diharapkan 
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dapat mencegah kejahatan santet secara preventif. Meskipun perbuatan santet 

tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 252 KUHP, namun dapat dimasukkan 

dalam kategori kekuatan gaib yang digunakan untuk tujuan negatif yang dapat 

merugikan orang lain. 

Pembuktian atas perbuatan santet menjadi sulit karena sifatnya yang 

abstrak dan tidak dapat diukur secara materiil, sedangkan hukum pidana 

menuntut pembuktian yang konkret dan nyata. Meskipun demikian, tidak 

memasukkan santet sebagai delik pidana dapat memberikan kesempatan bagi 

orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang santet untuk menawarkan 

jasanya tanpa takut hukuman. Oleh karena itu, dimasukkannya ketentuan 

kriminalisasi terkait santet dalam RUU KUHP bertujuan untuk meminimalisir 

praktik santet dan mencegah upaya penghakiman oleh masyarakat terhadap 

seseorang yang ditengarai sebagai pelaku santet. 

Dimasukkannya ketentuan kriminalisasi terkait santet dalam 

Rancangan KUHP Nasional akan mencegah munculnya tindak pidana baru 

seperti penipuan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya yang dilakukan 

oleh orang yang mengaku mempunyai kesaktian Ada banyak cara untuk 

membuktikan kesaksian seseorang yang mengaku mempunyai kesaktian, 

termasuk rekaman dan pernyataan orang lain yang menyaksikan kesaksian 

tersebut. 

Pasal 252(1) bertujuan untuk mencegah upaya penghakiman 

masyarakat terhadap orang-orang yang mengaku mempunyai kesaktian dan 

kesanggupan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh 
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penting adalah  pembantaian dukun  pada tahun 1998 di Banyuwangi dan 

Jawa Barat, yang mencoreng citra lembaga penegak hukum Indonesia. 

Kejadian ini bermula dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum 

formal.87 

Dalam kasus tersebut, masyarakat merasa tidak puas dengan 

penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, sehingga mereka mengambil 

langkah sendiri untuk menegakkan keadilan tanpa memperhatikan proses 

hukum yang berlaku. Hasilnya, ketika ada penuduhan terhadap sekelompok 

orang yang diduga sebagai dukun santet, masyarakat bereaksi dengan cara 

yang sangat negatif, melakukan penyisiran, penangkapan, dan pada akhirnya 

melakukan pembantaian tanpa melalui proses hukum yang seharusnya. Hal ini 

mencerminkan ketidakmampuan penegakan hukum di Indonesia sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang diharapkan. 

Penegakan hukum yang tidak efisien mengakibatkan hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Masyarakat 

membutuhkan jaminan keselamatan dari pemerintah dan rasa aman sebagai 

hak asasi manusia, namun hal ini disebabkan ketidakmampuan hukum dalam 

menangani kejadian seperti santet. Hilangnya kepercayaan masyarakat, 

diakibatkan oleh pengabaian nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi 

landasan penegakan hukum. 

                                                                 
87

 Reski, Anwar.  (Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana 

(Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) . Jurnal Islamitsch 

Familierecht, Vol.02, (No.01), pp.1-15.(2021) [DOI: 

10.32923/ifj.v2i01.1700](https://doi.org/10.32923/ ifj.v2i01.1700) 



 

 

68 

Makna Pasal 252 ayat (2) Rancangan KUHP Nasional  khusus berlaku 

bagi orang yang menjalankan profesinya sebagai praktisi santet. Biasanya para 

dukun  ini menerima imbalan berupa keuntungan dari orang yang 

menggunakan jasanya. Imbalannya sering kali sangat tinggi, sehingga menjadi 

dukun merupakan mata pencaharian yang menjanjikan.88 

Tanpa adanya tuntutan pidana yang jelas bagi santet,  pelaku santet 

bebas memberikan jasanya tanpa  takut akan akibat hukum. Hal ini 

menyebabkan pemerintah  memasukkan klausul dalam rancangan KUHP. 

Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memberikan tekanan hukum 

kepada  pelaku dan mencegah masyarakat mengambil tindakan  terhadap 

terduga tersangka dukun dan dukun itu sendiri. 

Upaya kriminalisasi ilmu sihir akan mencegah penipuan masyarakat 

yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mempunyai kesaktian (dukun 

palsu) dan mencegah pihak-pihak yang mengaku mempunyai kesaktian dan 

melakukan kejahatan mencegah praktik mereka. Mendorong masyarakat untuk 

tidak melakukan penghakiman sepihak terhadap mereka yang dituduh 

memiliki kesaktian dan menggunakan pemikiran rasional, obyektif, dan ilmiah 

untuk mendorong kemajuan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. 

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, terdapat upaya untuk 

mengatur perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib dalam RUU KUHP 

Nasional yang sedang disusun, menggantikan KUHP (WvS) yang saat ini 

berlaku. KUHP saat ini mengatur  perbuatan kekuatan gaib pada pasal 545 
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hingga  547, namun konsep ilmu hitam tidak dipertimbangkan karena tidak 

diakui oleh hukum Belanda.89 

RUU Hukum Pidana Nasional menggunakan istilah kekuatan gaib 

untuk mencakup segala bentuk penggunaan kekuatan gaib untuk tujuan jahat, 

termasuk santet. Pasal tindak pidana santet dalam Rancangan KUHP Nasional 

(Pasal 252)  dapat digolongkan sebagai tindak delik formil yang menekankan 

pada perbuatan yang tidak mensyaratkan dampak langsung. Secara filosofis, 

kejahatan santet dianggap sebagai perbuatan keji menurut hukum, dan hukum 

pidana bertujuan tidak hanya untuk membalas perbuatan tersebut, tetapi juga 

untuk mencegahnya. 

. Oleh karena itu, jika seseorang menyatakan memiliki kekuatan gaib 

dan menawarkan dirinya untuk menggunakan kekuatan tersebut dengan tujuan 

merugikan orang lain, tindakan tersebut dapat dipandang telah memenuhi 

unsur rumusan delik santet. 

Dalam konteks kekosongan hukum terkait pengaturan delik santet, 

masyarakat seringkali melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap 

individu yang diduga sebagai dukun santet. Contohnya, di Kabupaten Bima, 

Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Badung, Bali, terjadi kasus pemukulan 

dan pembacokan terhadap individu yang dicurigai sebagai dukun santet.  

Kondisi ini menegaskan perlunya kriminalisasi tindakan santet dalam 

hukum formal untuk mencegah tindakan anarkis masyarakat dan memastikan 

keberadaan payung hukum yang dapat mengontrol perilaku sosial. Proses 
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kriminalisasi tidaklah mudah, dan harus memperhatikan berbagai aspek, 

seperti tujuan pembangunan nasional, mencegah kerugian material dan 

spiritual masyarakat, serta memperhitungkan biaya dan hasil dari penerapan 

hukum pidana. 90 

Selain itu, penting juga untuk memperhitungkan kapasitas dan 

kemampuan penegak hukum, seperti kepolisian, agar proses penegakan 

hukum berjalan lancar tanpa menimbulkan kekacauan lebih lanjut dalam 

masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi tindakan santet dapat membantu 

menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. 

Pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 Rancangan KUHP 

(RKUHP) mengacu pada teori peraturan perundang-undangan yang 

menekankan pada kejelasan subjek, predikat, objek, dan norma yang dituju. 

Subjeknya adalah setiap orang yang melakukan tindakan, sedangkan 

predikatnya adalah tindakan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, 

menginformasikan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan 

bantuan jasa. Objeknya adalah orang lainnya, dan keterangan tambahan yang 

sama pentingnya adalah dampak yang bisa ditimbulkan, yakni penyakit, 

kematian, atau penderitaan mental atau fisik. Dalam konteks teori tes 

provokasi, perumusan ini memperhatikan semangat pembuktian dalam hukum 

acara pidana, seperti yang diatur dalam KUHAP. Tambahan unsur keterangan 

tambahan situasi mencakup kekhawatiran akan keselamatan, sementara 
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tambahan unsur predikat mengacu pada peralatan atau metode yang digunakan 

untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, perumusan perbuatan 

pidana santet yang ideal dalam RKUHP adalah yang telah disampaikan 

sebelumnya, yang menguraikan dengan jelas subjek, predikat, objek, serta 

dampak yang bisa ditimbulkan, sesuai dengan semangat hukum pidana dan 

prinsip kejelasan dalam pembentukan undang-undang.91 

B. Ketentuan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Santet dalam KUHP Pasal 252 

UU No. 1 Tahun 2023 

Terhadap tindak pidana ilmu hitam sebagaimana diatur dalam Pasal 

252 UU Nomor 1 Tahun 2023 harus diperhitungkan unsur actus reus dan 

mens rea sebagai pembuktian. Actus reus mencakup tindakan  pelaku, seperti 

menawarkan jasa untuk mempraktikkan ilmu hitam. Dalam konteks ini, 

perbuatan tersebut termasuk dalam delik formil, di mana fokusnya adalah pada 

tindakan itu sendiri tanpa harus mempertimbangkan akibat yang dihasilkan. 

Ini menjawab tantangan dalam membuktikan perbuatan santet. Sementara itu, 

mens rea berkaitan dengan keadaan mental atau sikap batin pelaku, yang juga 

disebut unsur subyektif. Pelaku bisa dijerat sesuai pasal ini jika dapat 

ditunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang bisa 

ditentukan dengan beberapa kriteria seperti memiliki niat, kehendak, dan 

pemahaman bahwa perbuatannya dianggap tidak patut oleh masyarakat. 
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Dengan demikian, pembuktian tindak pidana santet memerlukan pertimbangan 

terhadap kedua unsur ini untuk menegakkan hukum dengan adil dan efektif.92 

Pasal itu dibuat dengan tujuan untuk mencegah praktik ilmu hitam dan 

membuat kehidupan masyarakat lebih aman dan tenteram. Hal ini sesuai 

dengan pandangan bahwa hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah 

perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya regulasi yang 

mengatur tindak pidana santet, diharapkan dapat mengurangi ancaman dan 

ketakutan terhadap praktik santet, seperti persekusi atau pengancaman. 

Melalui penegakan hukum yang efektif, masyarakat bisa hidup di dalam suatu 

lingkungan yang aman, serta terhindar dari ketidaknyamanan serta ancaman 

yang ditimbulkan oleh praktik santet. Dengan demikian, hukum berperan 

sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

Pasal 252 merupakan bagian dari hukum pidana yang memperjelas 

tindak pidana terkait kegiatan santet. Dalam konteks hukum pidana, terdapat 

dua jenis delik, yaitu delik formil dan delik materil. Pasal 252 dapat 

dikategorikan sebagai delik formil karena pembuktiannya lebih fokus pada 

tindakan yang dilakukan daripada akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, 

sulit untuk membuktikan secara materiil bahwa seseorang menderita akibat 

dari perbuatan gaib, seperti santet, karena sifatnya yang abstrak dan sulit 

dipahami secara ilmiah. Perbuatan gaib tersebut dapat melibatkan berbagai 

praktik seperti pesona guna-guna, mantera, jimat, atau keterlibatan syaitan, 
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yang bisa mempengaruhi individu tanpa harus melakukan kontak fisik. Oleh 

karena itu, Pasal 252 memfokuskan pada larangan terhadap tindakan-tindakan 

tertentu yang dikaitkan dengan perbuatan santet, tanpa harus menuntut adanya 

akibat nyata yang ditimbulkannya. Hal tersebut karena karena hukum pidana 

perlu mengatur perilaku sosial yang dapat membahayakan masyarakat, 

meskipun sulit untuk secara konkret membuktikan dampak langsung dari 

perbuatan gaib tersebut.93  

Tindakan yang diatur dalam Pasal 252 penting untuk dikriminalisasi 

karena beberapa alasan yang mendasar. Pertama, sifatnya yang sangat 

kriminogen dan viktimogen. Tindakan menyatakan memiliki kekuatan gaib 

untuk menyebabkan kematian, kesakitan atau penderitaan psikis atau fisik 

pada orang lain dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya 

tindak pidana lainnya. Hal ini dapat menciptakan ketakutan, ketidakamanan, 

dan potensi kerugian bagi masyarakat yang menjadi target dari praktik santet. 

Kriminalisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat 

merugikan banyak pihak secara potensial.94 

Kedua, kriminalisasi tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan 

individual, seperti mencegah praktik penipuan. Dengan adanya larangan 

terhadap perbuatan menyatakan memiliki kekuatan gaib, individu yang rentan 

menjadi korban praktik santet akan dilindungi dari upaya penipuan atau 
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pemerasan oleh pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Hal tersebut 

karena untuk menjaga kepercayaan dan integritas masyarakat terhadap pihak-

pihak yang mengklaim memiliki kemampuan gaib. 

Selain itu, kriminalisasi perbuatan santet juga bertujuan untuk 

melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama. Praktik santet 

seringkali melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama 

dan dapat melecehkan keyakinan keagamaan individu. Dengan mengatur dan 

mempidanakan perbuatan santet, pemerintah dapat memberikan perlindungan 

terhadap kebebasan beragama serta menjaga ketentraman hidup beragama 

masyarakat dengan menghindarkan adanya praktik-praktik yang dianggap 

syirik atau menyesatkan. 

Pasal praktisi Santet, delik penawaran dalam implementasi tindak 

pidana juga berlaku untuk:  

1. Bagi setiap orang yang secara terang-terangan, baik melalui lisan maupun 

teks, menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana 

untuk melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada siapa pun yang 

berupaya secara terbuka merintangi hukum dan menyebabkan terjadinya 

pelanggaran.95  

2. Bagi seseorang yang secara terang-terangan menawarkan kesempatan atau 

sarana untuk melakukan tindak pidana, baik melalui tulisan, gambar, 
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rekaman, atau media teknologi informasi dengan tujuan agar penawaran 

tersebut diketahui oleh masyarakat umum, akan dikenai sanksi pidana 

penjara maksimal sembilan bulan kurungan atau denda maksimal dengan 

kategori II.96  Jika orang tersebut melakukan tindakan ini dalam 

menjalankan profesi dan belum genap dua tahun sejak adanya putusan 

pemidanaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang sama, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa 

pencabutan hak tertentu sesuai dengan Pasal 86 huruf f. Tujuan dari pasal 

ini adalah untuk mencegah penyebaran tindak pidana dengan cara 

menghukum mereka yang secara terang-terangan menawarkan kesempatan 

atau sarana untuk melakukannya kepada masyarakat umum 

3. Bagi siapapun yang dengan sengaja mengirimkan, menampilkan, atau 

memasang teks atau gambar untuk diakses masyarakat, merekam untuk 

didengar masyarakat, atau memberikan informasi, peluang, atau sarana 

untuk melakukan tindak pidana; diancam dengan pidana Kategori II 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling banyak. Jika pelaku melakukan tindakan ini sebagai bagian dari 

pekerjaannya dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sejak adanya 

putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman karena tindak pidana 

serupa, maka pelaku dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan 

hak tertentu selaras dengan Pasal 86. Intinya, pasal ini bertujuan untuk 
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menghukum penyebaran informasi atau tawaran yang dapat mendorong 

atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana kepada masyarakat umum. 

4. Seseorang yang memberikan obat, menyarankan seorang perempuan untuk 

minum obat dan mengatakan bahwa obat tersebut bisa menyebabkan 

keguguran janin, orang tersebut bisa dihukum dengan penjara maksimal 4 

tahun atau denda besar. Jika orang tersebut melakukan tindakan tersebut 

sebagai bagian dari pekerjaannya, maka dia juga bisa kehilangan hak-hak 

tertentu, seperti misalnya hak untuk melakukan profesi tertentu. Intinya, 

orang yang memberi obat atau menyarankan penggunaan obat dengan 

tujuan menggugurkan kandungan bisa dikenai hukuman karena tindakan 

tersebut berbahaya bagi kesehatan perempuan yang menerimanya 

sebagaimana dalam Pasal 86 huruf (f).   

Pasal 252  KUHP mengatur tentang tindak pidana ilmu hitam yang  

sulit  dibuktikan. Mengenai denda yang diatur dalam Pasal 252, jenis 

dendanya ditentukan oleh Pasal 79 KUHP. Denda kategori IV setara dengan 

Rp 200 juta. Namun dalam RKUHP 2019 disebutkan denda maksimal 

kategori IV sebesar Rp 200.000.000. Pembayaran denda diatur dalam Pasal 80 

hingga 83 RKUHP yang mewajibkan hakim memperhitungkan kemampuan 

keuangan terdakwa, namun tidak mengurangi penerapan hukuman minimal 

denda. 

Pembayaran denda bisa dibayarkan secara angsuran dengan tenggat 

waktu yang ditetapkan oleh hakim. Jika tidak dibayar tepat waktu, harta atau 

pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi 
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denda. Jika penyitaan dan pelelangan harta tidak dapat mencukupi, maka 

pidana bisa diganti dengan pidana penjara, dengan rentang waktu yang diatur 

untuk tindak pidana santet.97 

Pengaturan ini bertujuan untuk menangani pelaku santet melalui 

pendekatan restoratif yang  tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan 

dan kenyamanan masyarakat serta menciptakan rasa keadilan dalam 

masyarakat. Menurut Bassioini, tujuan yang  dicapai hukum pidana pada 

umumnya diwujudkan dalam konteks kepentingan sosial, termasuk nilai-nilai 

tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial ini meliputi pemeliharaan 

tertib masyarakat, perlindungan warga dari kejahatan, pemasyarakatkan 

kembali pelanggar hukum, dan memelihara integritas pandangan dasar 

mengenai keadilan sosial dan martabat kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa 

pemidanaan dalam kasus santet tidak hanya tentang memberikan hukuman 

kepada pelaku, tetapi juga tentang memastikan keadilan dan keamanan bagi 

masyarakat secara keseluruhan.98 

Pasal 252 KUHP tentang tindakan santet mendapat reaksi beragam 

dengan adanya pro-kontra. Ada yang berpendapat bahwa mengkriminalisasi 

ilmu hitam hanya akan mengundang pencemaran nama baik, karena sulitnya 

membuktikan suatu kasus ilmu hitam tanpa bukti yang nyata, namun hal ini 

disebabkan oleh sifat formal dari kejahatan tersebut. Pasal 252 menganut 
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rumusan pidana formil yang tidak menghukum secara langsung perbuatan 

ilmu hitam, melainkan perbuatan yang bersifat persiapan sebelum ilmu sihir 

itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah masyarakat menjadi main 

hakim sendiri terhadap orang-orang yang mengaku memiliki kekuatan 

supernatural atau kemampuan untuk menimbulkan penderitaan. 

Pelaku santet di Indonesia sulit untuk dikenai sanksi pidana karena 

kendala asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dengan 

disahkannya Pasal 252 dalam KUHP, yang mencakup tindakan pidana santet 

dari pernyataan atau iklan jasa santet, upaya untuk menangani kasus santet 

semakin terbuka. Tukang santet semakin terbuka dalam beraktivitas, bahkan 

menggunakan layanan iklan di media cetak atau elektronik. Namun, 

kepercayaan yang kuat terhadap santet seringkali memicu tudingan tanpa 

bukti, yang berpotensi mengakibatkan praktik main hakim sendiri. 

Delik santet dianggap sebagai kriminalisasi karena dapat menyebabkan 

kematian atau cedera seseorang dengan sengaja. Dengan adanya Pasal 252, 

praktik santet bisa dihadapkan pada jalur hukum dan dikenai sanksi pidana. Ini 

membawa konsekuensi bahwa pelaku santet dapat diadili secara legal dan 

masyarakat diharapkan untuk tidak mengambil hukum ke tangan sendiri. 

Dengan demikian, Pasal 252 juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial 

dan memberikan rasa keadilan dalam penanganan kasus santet.99 
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Pasal 252 mengandung tiga unsur utama yang harus terpenuhi untuk 

menjerat pelaku tindak pidana santet. Pertama, pengakuan, di mana seseorang 

mengaku memiliki kekuatan gaib yang memungkinkannya melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkab penderitaan bagi orang lain. Kedua, unsur 

menawarkan, di mana orang tersebut menggunakan kekuatan gaibnya untuk 

menawarkan jasa kepada orang lain, seringkali sebagai mata pencaharian. 

Ketiga, akibat, di mana perbuatan tersebut dapat menyebabkan penderitaan 

pada korban, yang dapat mengakibatkan pelaku dikenai hukuman kurungan 

atau denda. Dengan adanya ketiga unsur ini, Pasal 252 bertujuan untuk 

mengatur dan menghukum praktik santet serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuatan gaib yang merugikan orang lain. 100  

Berdasarkan analisis Pasal 252 KUHP, memberikan keterangan, 

memberi harapan, dan memberikan pelayanan bantuan kepada orang lain 

berarti seseorang telah melakukan dakwah dengan menawarkan ilmu hitam 

yang secara resmi merupakan suatu tindak pidana. Pasal ini ini tidak 

membahas ilmu hitam secara detail, tetapi hanya tentang mereka yang 

menggunakan ilmu hitam dan menyebabkan penderitaan bahkan kematian 

bagi orang lain karena perbuatannya. Hukumannya ialah bisa divonis 1 tahun 

6 bulan penjara atau denda hingga Kategori IV. Jenis dendanya diatur dalam 

Pasal 79 KUHP. Denda kategori IV setara dengan Rp 200 juta. 
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Di sisi lain, Pasal 2 pasal yang sama menyatakan bahwa hukuman yang 

lebih berat akan dijatuhkan jika pelaku mencari nafkah melalui ilmu hitam. 

Hukuman penjara akan ditingkatkan menjadi sepertiga dari hukuman semula. 

Hukuman aslinya adalah 1 tahun 6 bulan ditambah 1/3 jika pelaku mencari 

nafkah dari ilmu hitam. Oleh karena itu, jika seseorang mencari nafkah dari 

ilmu hitam, ia dapat dijatuhi hukuman hingga dua tahun penjara. Adanya pasal 

252 yang memuat bahasa mengenai penawaran atau pemberian jasa sebagai 

praktisi santet, sebenarnya dimaksudkan untuk memperluas cakupan pasal 

250.101  

Pasal 252 KUHP mengatur mengenai tindak pidana santet, yang 

melibatkan berbagai tindakan seperti menginformasikan, memberikan 

harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain terkait 

dengan santet. Ini bisa dianggap sebagai bentuk promosi santet. Kendati 

definisi santet tidak secara eksplisit dijelaskan, fokus Pasal 252 adalah pada 

tindakan promosi yang dapat menyebabkan penderitaan atau bahkan kematian 

bagi orang lain. Pelanggaran Pasal 252 bisa dikenai hukuman penjara hingga 1 

tahun 6 bulan atau denda tertinggi kategori IV, yang nilainya setara dengan 

Rp200 juta. 

Terlebih lagi, jika pelakunya mencari nafkah dari ilmu sihir, 

hukumannya menjadi lebih berat. Misalnya, hukuman penjara bisa 

ditingkatkan menjadi sepertiga dari hukuman semula. Artinya, jika hukuman 

aslinya satu tahun enam bulan dan pelakunya mencari nafkah dari santet, 
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maka hukumannya menjadi dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan ilmu sihir sebagai sumber pendapatan menimbulkan hukuman 

yang lebih berat. 

Adanya Pasal 252 memperluas cakupan Pasal 250 tentang penipuan 

dengan mengatur tentang penawaran atau memberikan jasa sebagai praktisi 

santet. Ini sebenarnya merupakan upaya hukum untuk melindungi masyarakat 

dari praktik-praktik yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip 

keadilan. Pasal 252 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak 

pelaku santet serta mencegah penyebaran praktik ini yang dapat 

membahayakan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam hukum pidana, ada dua jenis delik: formil dan materil. Delik 

formil, seperti yang ada dalam Pasal 252 RKUHP, berkaitan dengan tindakan 

pelaku, bukan akibat dari tindakan tersebut. Misalnya, jika seseorang mengaku 

sebagai dukun santet, itu sudah dianggap pelanggaran, tanpa harus 

membuktikan apakah santet itu benar-benar terjadi atau tidak. 

Delik formil dapat dibuktikan cukup dengan menunjukkan bahwa 

pelaku mengimplementasikan tindakan yang diatur dalam pasal hukum. 

Misalnya, jika pelaku menawarkan jasa santet lewat iklan, iklan itu sendiri 

sudah menjadi bukti. Jika tanpa iklan, pembuktian bisa dengan kesaksian saksi 

yang mendengar langsung ucapan pelaku.102 

Keterangan saksi sangat penting dalam pembuktian. Saksi harus 

mengalami atau melihat langsung apa yang terjadi, dan kesaksiannya harus 
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relevan dengan kasus yang sedang dibahas. Minimal harus ada dua saksi yang 

memberikan kesaksian yang sama. Jadi, dalam delik formil, yang penting 

adalah tindakan yang dilakukan pelaku, bukan akibat dari tindakan itu. Bukti 

utamanya adalah pengakuan pelaku atau kesaksian saksi yang relevan. 

Penulis menganggap Pasal 252 sebagai delik formil karena pembuktian 

dalam delik tersebut lebih mudah daripada delik materil yang memerlukan 

bukti sebab akibat yang sulit diidentifikasi, terutama dalam konteks perbuatan 

gaib. Dalam Pasal 252, cukup dengan menunjukkan bahwa seseorang 

menyatakan memiliki kekuatan gaib untuk menimbulkan penyakit atau bahkan 

membunuh, tanpa harus membuktikan akibat nyata dari perbuatan tersebut. 

Penulis menekankan pentingnya mengkriminalisasi tindak pidana ini karena 

sifatnya yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi berbagai kepentingan, 

termasuk melindungi individu dari penipuan dan praktik main hakim sendiri, 

serta menjaga ketenangan hidup beragama dari perlakuan syirik.103 

Dalam menganalisis tindak pidana yang melibatkan kekuatan gaib, 

penulis menerapkan teori pembuktian negatif yang lebih mengandalkan 

KUHAP dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian negatif menuntut adanya 

hubungan kausalitas antara bukti yang disajikan dan keyakinan hakim. Dalam 

hal ini, alat bukti yang diakui oleh undang-undang secara tegas diikuti dengan 

keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa bersalah. Dalam 

konteks tindak pidana yang melibatkan kesaktian, penting untuk menganalisis 
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kekuatan bukti dari aspek kesaktian itu sendiri, terutama dengan diperhatikan 

dalam konteks pembuktian yang diatur dalam KUHP yang baru disahkan.104 

Pasal 252 KUHP baru membahas pembuktian tindak pidana santet 

dengan mengacu pada pengakuan dari seseorang yang menyatakan memiliki 

kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau 

memberikan jasa kepada orang lain yang dapat menyebabkan penyakit, 

kematian, atau penderitaan fisik atau mental. Namun, menurut penilaian 

penulis, pembuktian ini masih kurang memadai karena memerlukan alat bukti 

yang lebih kuat untuk mengungkap tindak pidana santet secara lengkap dan 

adil di pengadilan. Pasal tersebut hanya berdasarkan pengakuan pelaku, 

namun demikian, dalam proses peradilan, diperlukan bukti yang dapat 

diterima secara logis dan masuk akal. 

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 252 KUHP, 

diperlukan tambahan unsur seperti memberikan informasi kepada orang lain 

tentang kemampuan gaib, menimbulkan harapan, menawarkan layanan, atau 

memberikan jasa yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau 

penderitaan fisik atau mental. Selain itu, Pasal 184 KUHAP menyatakan 

bahwa keterangan terdakwa juga dianggap sebagai alat bukti, tetapi untuk 

menguatkan bukti tersebut, dibutuhkan suatu alat bukti tambahan serupa 

keterangan saksi, ahli, dan petunjuk.105 
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Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan kekuatan gaib, alat 

bukti tambahan sangat penting untuk mendukung bukti pengakuan yang ada. 

Ini termasuk keterangan saksi, ahli, dan bukti fisik yang dapat memperkuat 

bukti kasus dan membantu proses peradilan dalam mengungkap tindak pidana 

santet secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan Pasal 252 KUHP 

dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil dengan memperhatikan bukti 

yang tersedia dalam konteks hukum yang berlaku. 

Eddy Hiariej membandingkan prosedur alat bukti dalam hukum acara 

pidana Indonesia dengan KUHAP Belanda. Menurutnya, ada kesamaan antara 

keduanya, namun ada perbedaan signifikan terkait jenis alat bukti yang 

digunakan. Di Indonesia, alat bukti berupa petunjuk, sedangkan di Belanda, 

alat buktinya berupa pengamatan atau pengetahuan hakim. Namun, ada 

kekurangan dalam penerapan Pasal 252 KUHP Baru terkait tindak pidana 

persembahan jasa dengan menggunakan tenaga gaib. Pasal ini hanya 

menyoroti pengakuan dari orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib, tanpa 

menjelaskan siapa yang terlibat dalam tindakan tersebut. Praktik menawarkan 

jasa dengan menggunakan kekuatan magis tidak hanya melibatkan pelaku 

yang menawarkan atau melakukannya saja, namun juga pihak lain yang ikut 

serta atau menyuruh. Dalam konteks pembuktian santet, yang perlu dibuktikan 

hanyalah pernyataan, bukan aspek mistik. Kejahatan ilmu hitam kini dianggap 
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sebagai kejahatan formil, yang merupakan tindak pidana, dan bukti-bukti yang 

ada sebanding dengan kasus serupa di Papua Nugini dan Afrika Selatan.106 

Pasal 252 secara tegas diinterpretasikan sebagai sebuah delik formil 

dalam doktrin hukum pidana. Hal ini disebabkan karena penekanannya 

terletak pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, bukan pada akibat dari 

tindakan tersebut. Dalam konteks ini, asalkan seseorang telah melakukan 

perbuatan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, maka dia dianggap telah 

melakukan suatu delik dan memenuhi unsur delik, meskipun tindakannya 

tidak menghasilkan akibat yang nyata. Untuk delik formil ini cukup 

dibuktikan adanya perbuatan itu, misalnya hubungan antara praktisi santet 

dengan pasiennya, dan hubungan itu yang menjadi dasar tindak pidana 

permufakatan jahat. Jika terbukti, sanksi pidana bisa dijatuhkan. Dengan kata 

lain, suatu perbuatan dianggap tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur-

unsur yang tercantum dalam syarat-syarat suatu tindak pidana.107 

Banyak orang berpendapat bahwa Pasal 252 ayat (1) RKUHP 

berkaitan dengan praktik santet, sebagian besar didasarkan pada keyakinan 

bahwa santet adalah sesuatu yang sulit dimengerti secara logis atau merupakan 

hal yang mistis yang sulit dibuktikan dalam sistem hukum. Dalam hukum 

pidana, fokusnya adalah pada kebenaran yang dapat dibuktikan secara formal, 

sehingga membuktikan hal-hal mistis seperti santet menjadi sulit. 
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Di Indonesia, pembatasan pembuktian tertentu, seperti yang diatur 

dalam Pasal 184 KUHAP, tidak mencakup hal-hal yang bersifat mistis. 

Namun, jika kita melihat lebih dalam ke Pasal 252 ayat (1) RKUHP, kita akan 

menemukan unsur-unsur yang dapat membantu dalam membuktikan suatu 

tindak pidana. 

Tindakan yang diperlukan adalah identifikasi pelaku. Ini bisa berupa 

individu atau badan hukum. Kemudian, tindakan lain yang perlu dibuktikan 

adalah bahwa pelaku "menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, 

memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan 

bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan 

penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang". Dalam hal 

ini, yang penting adalah membuktikan bahwa pelaku telah melakukan 

tindakan tersebut, bukan apakah kekuatan gaib tersebut nyata. Jadi, dalam 

intinya, Pasal 252 ayat (1) RKUHP menekankan pada tindakan pelaku, bukan 

pada akibat dari tindakan tersebut. Ini membuatnya sesuai dengan konsep 

delik formil, di mana yang penting adalah perbuatan yang dilakukan, bukan 

hasil akhir dari perbuatan tersebut.108 

Pasal 252 RKUHP menempatkan penawaran untuk melakukan tindak 

pidana dalam konteks pembuktian yang jelas dapat dilakukan, tanpa harus 

membuktikan hal-hal mistis atau akibat konkret dari perbuatan tersebut. Pasal 

ini terletak dalam Bagian Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana, 

menandakan bahwa pembuktian dalam pasal ini bisa dilakukan secara 
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konvensional. Dalam Pasal 184 KUHAP, kita mengenal beberapa jenis alat 

bukti yang dapat digunakan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari unsur-unsur yang ada, fokus 

utamanya adalah pada pernyataan diri pelaku bahwa ia memiliki kekuatan 

gaib untuk menyakiti orang lain. 

Sebagai contoh, jika ada seseorang yang menyatakan bahwa ia mampu 

melakukan santet untuk menyebabkan kematian pada korban, maka orang 

tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 252 ini, tanpa harus membuktikan 

apakah benar-benar ada kekuatan gaib atau apakah korban benar-benar 

meninggal. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk 

melakukan tindakan main hakim sendiri karena ada regulasi yang jelas 

mengatur hal tersebut. 

Pasal ini juga memiliki batasan bahwa pelaku hanya dapat dipidana 

jika yang dinyatakan adalah kemampuan gaib untuk menyebabkan penyakit, 

kematian, atau penderitaan pada seseorang. Hal ini mencegah adanya 

diskriminasi terhadap masyarakat adat yang memiliki kepercayaan dan praktik 

keagamaan mereka sendiri. keberadaan Pasal 252 ini berfungsi sebagai alat 

untuk mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan 

tindakan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Dengan adanya 

regulasi yang jelas, akan sulit bagi praktik semacam itu untuk dipromosikan 
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atau diakses secara luas, karena hukum positif telah mengaturnya dengan 

tegas.109 

Pasal 252 RKUHP pada dasarnya bukanlah tentang perbuatan pidana 

santet itu sendiri, tetapi lebih pada pengakuan, pemberian jasa, dan sebagainya 

terkait dengan praktik santet. Penekanannya bukan pada berhasilnya perbuatan 

santet, melainkan pada komunikasi atas pelaksanaannya. Namun, masalah 

muncul terkait kemungkinan penyalahgunaan Pasal 252 untuk menyalahkan 

orang tanpa bukti yang memadai. Zaenudin menegaskan bahwa kriminalisasi 

santet dapat menyebabkan kekaburan norma, karena tidak semua praktik yang 

dianggap mistis dapat menyakiti. Ini bisa melanggar hak asasi manusia dan 

tidak menjunjung martabat manusia. 

Martabat manusia, yang merupakan filosofi dasar hukum, menuntut 

keadilan bagi semua. Untuk mencegah kriminalisasi yang tidak adil, ada 

beberapa konsep yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah teori 

pembuktian dengan teori provokasi yang dijelaskan oleh Mutungi. Menurut 

Mutungi, suatu perbuatan pidana dapat dianggap sebagai perbuatan pidana 

jika pelaku telah melakukan tindakan yang sarat dengan kekuatan gaib atau 

ritual yang memprovokasi atau mengintimidasi korban sehingga korban 

menjadi ketakutan atau marah.110 
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Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa sistem 

peradilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah unsur-unsur 

perbuatan santet telah terpenuhi. Namun, risiko kriminalisasi atau 

penyalahgunaan Pasal 252 tetap ada, terutama ketika hanya ada keterangan 

dari saksi, petunjuk, atau ahli, tanpa bukti yang memadai. Oleh karena itu, 

perlu memperhatikan teori provokasi Mutungi sebagai acuan untuk menilai 

apakah suatu perbuatan memenuhi standar sebagai perbuatan pidana. 

Selain teori provokasi Mutungi, teori petunjuk perbuatan pidana santet 

yang diusulkan oleh Wyporska juga patut dipertimbangkan. Wyporska 

menegaskan bahwa untuk membuktikan perbuatan santet, harus ada properti 

yang menunjukkan kesamaan atau identifikasi terhadap orang lain atau korban 

dari perbuatan tersebut. Properti tersebut dapat berupa foto, helai rambut yang 

dapat diuji melalui tes DNA, atau bahkan identifikasi Tuhan di luar Tuhan 

yang diakui negara. 

Dengan menggabungkan teori provokasi Mutungi dan teori petunjuk 

perbuatan pidana santet oleh Wyporska ke dalam rumusan Pasal 252 RKUHP, 

semangat pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP tetap dapat dipertahankan. 

Hal ini karena pembuktian masih didasarkan pada bukti yang memadai dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, potensi kriminalisasi dari 

rumusan perbuatan santet dalam Pasal 252 dapat dicegah, sementara masih 

menjaga ketegasan hukum dan keadilan bagi semua pihak.Penggabungan 

kedua teori tersebut memungkinkan pengadilan untuk tetap mengedepankan 

prinsip pembuktian yang kuat dan obyektif, sambil memperhitungkan aspek-
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aspek mistis atau gaib yang mungkin terlibat dalam kasus santet. Dengan 

demikian, upaya untuk memastikan keadilan dalam hukum pidana dapat tetap 

terjaga, sementara mengurangi risiko penyalahgunaan atau kriminalisasi yang 

tidak adil.111 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perumusan santet sebagai tindak pidana dalam KUHP Pasal 252 UU No. 1 

Tahun 2023 menitikberatkan pada upaya pencegahan praktik santet. Ini 

mencerminkan respons negara terhadap kondisi sosial di Indonesia, di 

mana sebagian masyarakat masih percaya pada hal-hal gaib dan mungkin 

mempertimbangkan praktik santet sebagai cara untuk melakukan 

kejahatan. Hal tersebut karena dalam rangka mengisi kekosongan hukum 

dan mengatasi reaksi sosial yang mungkin muncul, seperti aksi main 

hakim sendiri terhadap individu yang diduga melakukan santet. Rumusan 

ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan delik-delik terkait menawarkan 

jasa bantuan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 546-547 KUHP. 

Ini menunjukkan bahwa praktik santet diperlakukan serius dalam hukum 

pidana, dan upaya untuk mencegahnya diatur secara khusus dalam 

undang-undang.  

2. Ketentuan alat bukti pada tindak pidana santet dalam KUHP Pasal 252 UU 

No. 1 Tahun 2023 tidak terfokus pada bukti konkret atas terjadinya santet 

itu sendiri, melainkan lebih pada penawaran atau pengakuan bahwa 

seseorang bisa melakukan santet. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus 

pembuktian bukanlah aksi langsung santetnya, tetapi lebih kepada 

hubungan antara tukang santet (pelaku) dengan orang yang menyewanya 

untuk melakukan praktik tersebut. Dengan demikian, yang menjadi pokok 
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perhatian dalam pembuktian adalah adanya keterlibatan atau keterkaitan 

antara pelaku santet dengan individu atau pihak lain yang meminta atau 

menyewanya untuk melakukan praktik tersebut. Jika hubungan ini dapat 

terbukti, maka hal tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana 

permufakatan jahat dalam konteks praktik santet. Jadi, intinya, pembuktian 

dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada bukti 

terkait hubungan atau kesepakatan antara pelaku santet dan pihak lain 

yang terlibat dalam menyewa atau meminta jasanya untuk melakukan 

praktik tersebut, daripada langsung membuktikan keberadaan atau efek 

dari santet itu sendiri. 

B. Saran 

1. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi intensif kepada 

masyarakat tentang Pasal 252 KUHP, menekankan pentingnya 

menghindari tindakan main hakim sendiri dan mendorong pelaporan ke 

pihak berwenang. Selain itu, diperlukan pengembangan mekanisme 

pembuktian yang lebih efektif, kerjasama dengan tokoh masyarakat dan 

agama untuk mengubah pandangan terhadap praktik mistik, dan 

penegakan hukum yang konsisten serta transparan. Penelitian lebih lanjut 

terkait dampak sosial dan hukum dari kriminalisasi santet juga penting 

untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif, serta penguatan 

kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dalam 

menangani kasus-kasus santet. 
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2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait Pasal 252 

KUHP dalam konteks tindak pidana santet, beberapa langkah yang dapat 

diambil adalah: memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak 

hukum dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti hubungan antara 

pelaku santet dan pihak yang menyewanya, memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan bukti digital seperti 

rekaman percakapan dan transaksi elektronik, serta bekerja sama dengan 

ahli forensik, psikolog, dan pakar dalam bidang hukum adat atau mistik. 

Selain itu, penting untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang 

pentingnya melaporkan tindakan mencurigakan terkait santet dan 

menyediakan informasi yang mendukung penegakan hukum. Penyusunan 

pedoman pembuktian yang jelas dan terperinci serta pengawasan ketat 

terhadap praktik-praktik yang berpotensi melibatkan ilmu gaib juga 

diperlukan, termasuk regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan 

dan menjaga ketertiban sosial. Implementasi langkah-langkah ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam 

membuktikan keterlibatan pelaku santet sesuai dengan ketentuan Pasal 252 

KUHP, serta memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi 

masyarakat. 
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Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur 

penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses 

sesuai peraturan perundang-udangan yang belaku. 

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa 

paksaan dari siapapun. 

Jember,  30 Mei 2024 
Saya yang menyatakan 

Choirul Anam 
S20174031 
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